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PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

: bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan dalam

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat I di
lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8
Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketengakerjaan Di Perusahaan,;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438) ;



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KABUPATEN BOJONEGORO

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a.

oo

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Bupati Bojonegoro.



e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

g. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

h. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

i. Dinas Adalah Unsur Pelaksana Daerah Kabupaten Bojonegoro;

J. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro.

k. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

I. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau
keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.

m. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Gubernur selaku
Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah.

n. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan
Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Il
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama

DINAS PERTANIAN
Pasal 2

(1) Kepala Dinas Pertanian bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerabh.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pertanian dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan
bidang Pertanian.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pertanian;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian;

d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Pertanian;



e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang pertanian;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program

kerja ;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
Kinerja;

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;

Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan

disiplin pegawai;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

o

Pasal 6



(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;
b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja;
Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

o

s@ oo

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;

e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;

f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian

pelaksanaan program dan proyek;

h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun
dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata
laksana;

J. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di
bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan serta melaksanakan kebijakan
tugas di bidang produksi padi, palawija dan hortikultura dan
perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;



b. Penyusunan standart norma, pedoman, kriteria dan prosedur di
bidang produksi padi,palawija dan hortikultura dan perlindungan
tanaman pangan dan hortikultura;

c. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pembinaan teknis
operasional di bidang produksi padi, palawija dan hortikultura dan
perlindungan tanaman pangan dan hortikultura ;

d. Pembinaan perizinan produksi benih/ bibit, bimbingan dan
pembinaan penerapan standart teknis perbenihan dan bibit
tanaman pangan dan hortikultura;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
dibidang produksi padi, palawija dan hortikultura dan perlindungan
tanaman pangan dan hortikultura;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
a. Seksi Bina Produksi Padi;
b. Seksi Bina Produksi Palawija dan Hortikulatura;
c. Seksi Perlindungan Tanaman.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Bina Produksi Padi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
pada bagian bina produksi padi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Produksi Padi mempuyai fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan analisis serta penyajian data dan
informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang bina produksi padi;

b. Pengkoordinasian, pembimbingan dan pembinaan teknologi
produksi dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi
padi;

Pelaksanaan prakiraan (estimasi) produktivitas dan produksi padi;

Perencanaan kebutuhan, persediaan benih padi serta

mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kekurangan benih padi;

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penangkaran/
perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih padi;

f. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan mengenai teknis
budidaya tanaman padi dan pengembangan teknis budidaya
berwawasan lingkungan dengan sistem pertanian organik atau
sistem pertanian berkelanjutan;

g. Pelaksanaan usaha peningkatan produktivitas dan produksi padi
melalui pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi;

h. Pelaksanaan pengujian dan pengkajian benih padi dan
percontohan teknologi produksi tanaman padi;

i. Pembinaan perizinan produksi benih padi, serta pengaturan
penggunaan benih padi;

J. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di
bidang produksi, perbenihan dan budidaya tanaman padi;

Qo



k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Bina Produksi Palawija dan Hortikultura mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura pada bagian bina produksi palawija dan
holtikultura.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Produksi Palawija dan Hortikultura mempuyai
fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan analisis serta penyajian data dan
informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan, kebijakan
teknis di bidang bina produksi palawija dan hortikultura serta
melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina produksi palawija
dan hortikultura;

b. Pengkoordinasian, bimbingan dan pembinaan teknologi dalam
rangka peningkatan produktivitas dan produksi palawija dan
hortikultuta;

c. Pelaksanaan prakiraan (estimasi) produktivitas dan produksi
palawija dan hortikultura;

d. Perencanaan kebutuhan, persediaan benih/bibit palawija dan
hortikultura, serta mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan
kekurangan benih/bibit palawija dan hortikultura;

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penangkaran/
perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih/ bibit palawija
dan horkultura;

f. Pembimbingan dan pembinaan mengenai teknis budidaya
berwawasan lingkungan, dan mengembangkan teknis budidaya
tanaman palawija dan hortikultura dengan sistem pertanian
organik atau sistem pertanian berkelanjutan;

g. Pelaksanaan usaha peningkatan produktivitas dan produksi
palawija dan hortikultura melalui pengembangan intensifikasi,
ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi;

h. Pelaksanaan pengujian dan pengkajian benih/bibit dan
percontohan teknologi produksi tanaman palawija dan hortikultura;

i. Pembinaan perizinan produksi benih/ bibit, serta pengaturan
penggunaan benih/bibit tanaman palawija dan hortikultura;

J. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
dibidang produksi, perbenihan dan bibit tanaman serta budidaya
tanaman palawija dan hortikultura;

k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 12

(1) Kepala  Seksi  Perlindungan Tanaman mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Produksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura pada bagian Perlindungan Tanaman.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempuyai fungsi :



a. Pengumpulan, penelaahan dan analisis serta penyajian data dan
informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan, kebijakan
teknis di bidang perlindungan tanaman, serta melaksanakan
kebijakan teknis dibidang perlindungan tanaman;

b. Pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan dan
pengendalian serangan hama dan penyakit atau Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT), serta menganalisis dampak
kerugian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);

c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan mengenai pengamatan,
pemantauan, dan peramalan serangan Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) kepada petani, kelompok tani, dan masyarakat;

d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) dan agroklimat serta penyebaran
informasi keadaan seranga Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) dan rekomendasi pengendaliannya;

e. Pengkoordinasian, pembimbingan dan pembinaan teknis
perlindungan tanaman dengan sistem pengendalian hama
terpadu yang ramah lingkungan dengan pengembangan
penggunanaan agen hayati (biologis);

f. Pelaksanaan pengamatan, pemantauan dan pengawasan
penggunaan pestisida kimia (non organik) dan dampak negatif
terhadap manusia dan hewan/ ternak;

g. Penyiapan penetapan larangan pemasukan dan pengeluaran
media pembawa hama dan penyakit tanaman;

h. Penyiapan penetapan areal puso dan atau eksplosi karena
serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bencana
alam, dan melaksanakan rehabilitasi lahan dan tanaman;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang
perlindungan tanaman;

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 13

(1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang sarana dan
prasarana pertanian.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan serta melaksanakan kebijakan
tugas dibidang pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan
pemasaran hasil serta sarana produksi dan teknologi pertanian;

b. Penyusunan standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di
bidang pengelolaan laha dan air, pengolahan dan pemasaran
hasil, sarana produksi dan teknologi pertanian;

c. Perencanaan dan melaksanakan pengadaan bahan, alat dan
mesin pertanian;

d. Penyiapan rekomendasi dan perizinan pengadaan, peredaran dan
penggunaan bahan dan alat mesin pertanian baik produk lokal
maupun impor;

e. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pembinaan teknis
operasional di bidang pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan
pemasaran hasil, sarana produksi dan teknologi pertanian;



f. Pemantaun, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan di
bidang pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan pemasaran
hasil, sarana produksi dan teknologi pertanian;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
c. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi Pertanian.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana.

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana pada
bagian Pengelolaan Lahan dan Air.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempuyai fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan penganalisasian serta penyajian
data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air;

b. Pelaksanaan konservasi tanah dan air, sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya serta rehabilitasi lahan kritis;

c. Pelaksanaan pencegahan alih fungsi lahan daerah irigasi teknis
dan setengah teknis;

d. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
tersier, serta pengembangan sumberdaya air;

e. Pengkoordinasian, pembimbingan dan pembinaan teknis
pengelolaan lahan dan air untuk pertanian;

f. Pengkoordinasian, pembimbingan dan pembinaan teknis
konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan kritis serta sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya;

g. Pengkoordinasian, pembimbingan dan pembinaan serta
pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), dan
Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan lahan dan air;

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan
Prasarana pada Bagian Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
mempuyai fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan penganalisasian serta penyajian
data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan



kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian;

Pengkoordinasian, pembimbingan dan pembinaan teknis perapan
teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian serta
pemasaran hasil pertanian;

Pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu dan standarisasi
secara efektif serta pemasaran hasil pertanian dipasar domestik
maupun pasar internasional;

Pelaksanaan kegiatan promosi produk pertanian dan informasi
harga pasar dalam rangka peningkatan daya serap pasar
domestikk dan peningkatan devisa negara dan ekspor hasil
pertanian;

Pengembangan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan
nilai tambah hasil pertanian bagi petani dan pelaku usaha;
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

Pembinaan perizinan usaha penggilingan padi dan usaha
agroindustri pertanian lainnya;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Sarana Produksi dan Teknologi Pertanian mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana
pada bagian Sarana Produksi dan Teknologi Pertanian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

),

Kepala Seksi Sarana Produksi dan Teknologi Pertanian

mempuyai fungsi:

a.

Pengumpulan, penelaahan dan penganalisasian serta penyajian
data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis sarana produksi dan teknologi pertanian;
Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyediaan sarana
produksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
Pengkoordinasian dan pengawasan mengenai peredaran,
penyimpanan, penimbunan, penyediaan, penggunaan pupuk dan
pestisida;

Penyiapan bahan peringatan dini dan antisipasi terhadap
kelangkaan pupuk dan pestisida;

Pelaksanaan sosialisasi bimbingan dan pembinaan, mengenai
penyediaan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
Pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya serta
dampak lingkungan penggunaan alat dan mesin pertanian, pupuk
dan pestisida dan sarana produksi lainnya;

Pelaksanaan pengkajian temuan-temuan alat dan mesin baru,
mengadakan pengkajian ulang, merekomendasi alat dan mesin
pertanian;

Pelaksanaan pemantauan dan mendata penggunaan dan
peredaran alat dan mesin pertanian;

Pelaksanaan koordiansi, bimbingan dan pembinaan penggunaan
alat dan mesin pertanian;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
di bidang sarana produksi dan teknologi pertanian;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana sesuai bidang tugasnya.



Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan serta melaksanakan kebijakan di
bidang peningkatan sumberdaya manusia, penyuluhan dan usaha
tani;

b. Penyusunan dan pelaksanaan program, pedoman, metode,
sistem kerja, materi dan rekayasa sosial dan ekonomi di bidang
peningkatan sumber daya manusia, penyuluhan dan usaha tani;

c. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dan
ketenagakerjaan pertanian;

d. Pengkoordinasian, pembimbingan dan pembinaan pendidikan dan
latihan petugas penyuluh pertanian, aparat pertaian, petani dan
kelompok tani;

e. Pelaksanaan pemantauan, supervisi petugas penyuluh pertanian,
aparat pertanian, petani dan kelompok tani;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang
peningkatan sumberdaya manusia, penyuluhan dan usahan tani;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
b. Seksi Penyuluhan;
c. Seksi Usaha Tani.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada
dibawah dan Dbertanggung jawab kepada kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia pada bagian Peningkatan Sumber Daya Manusia.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai
fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan penganalisasian serta penyajian
data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang peningkatan sumber daya manusia;

b. Penyusunan dan pelaksanaan program, pedoman, metode dan
sistem kerja dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia;

c. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sumber daya
manusia dan ketenagakerjaan pertanian;

d. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya
manusia dan ketenagakerjaan;



e. Pelaksanaan perencanaan pendidikan dan latihan dalam rangka
peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petugas
penyuluh pertanian, aparat pertanian, petani/ stakeholder dan
kelompok tani;

f. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pemantuan dan supervisi
kepada petugas penyuluh dan aparat pertanian;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang
peningkatan sumber daya manusia;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada bagian
Penyuluhan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penyuluhan mempuyai fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan penganalisasian serta penyajian
data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan penyelenggraan penyuluhan pertanian;

b. Penyusunan dan pelaksanaan program, pedoman, metode dan
sistem kerja, serta rekayasa sosial dan ekonomi dalam rangka
penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

c. Pelaksanaan indentifikasi faktor penentu dalam rangka
penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan sarana dan
prasarana penyuluhan pertanian;

e. Perencanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana
penyuluhan pertanian;

f. Pelaksanaan penggandaan dan penyebaran materi penyuluhan
pertanian, serta melaksanakan uji coba inovasi baru, demplot,
demfarm dan demarea;

g. Pengadaan kerja sama kemitraan antara petani, penyuluh dan
peneliti;

h. Pengelolaan perpustakaan dan informasi pertanian;

i. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pemantauan dan supervisi
penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan pertanian;

J. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
penyuluhan pertanian;

k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Kepala Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada bagian
Usaha Tani.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Usaha Tani mempuyai fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan penganalisasian serta penyajian
data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan usaha tani;



Penyusunan dan pelaksanaan progam, pedoman, metode dan
sistem kerja, serta rekayasa sosial dan ekonomi dalam rangka
pengelolaan usaha tani;

Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan koordinasi dengan
lembaga keuangan dan kerjasama pola kemitraan usaha tani;

Pengembangan kelembagaan ekonomi kerakyatan terutama
petani/ kelompok tani dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan agribisnis;

Pelaksanaan analisis usaha tani, bimbingan dan pembinaan
usaha tani di bidang komoditi pertanian tanaman pangan dan
hortikultura;

Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan
pengembalian kredit/ pinjaman serta melaksanakan penarikan
kembali kredit/ pinjaman petani;

Pelaksanaan evauasi dan pelaporan kegiatan di bidang usaha
tani;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) UPT Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pertanian sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) UPT Dinas Pertanian dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kebutuhan Daerah
serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

Pasal 24

(1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah dan tugas pembantuan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Sosial.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Sosial;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial ;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Sosial;

Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Sosial ;

Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Sosial;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.



Pasal 25

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program

kerja ;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
kinerja;

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 27

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;

Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan

disiplin pegawai;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 28

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :
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Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;

Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja;

Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a.
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Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;

Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian
pelaksanaan program dan proyek;

Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun
dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata
laksana;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin
oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Sosial di bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Tenaga Kerja.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga
Kerja mepunyai fungsi :

a.

b.

Penyiapan perumusan dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan
pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja,
pengupahan dan kesejahteraan pekerja;

Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan pelaksanaan
persyaratan kerja;



c. Pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi
pengusaha;

d. Pelaksanaan pembinaan lembaga kerja sama bipariti dan tripartit;

e. Penyiapan dan pelaksanaan sidang-sidang lembaga kerja sama
tripartit;

f. Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja (perjanjian Kkerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama );

g. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan
hubungan kerja;

h. Pelakasanaan pembinaan pengupahan dan kesejahteraan
karyawan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hubungan
industrial dan tenaga kerja;

J. Pelaksanaan pembinaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Norma Kerja;

k. Pelaksanaan pembinaan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
Kerja;

I.  Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri
dari :
a. Seksi Perselisihnan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
b. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Norma Kerja;
c. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Kerja.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja.

Pasal 32

(1) Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan
Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang
Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja pada bagian
Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan
Kerja mepunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Pemberian petunjuk teknis penyelesaian unjuk rasa, pemogokan,
bagi pegawai mediator;

c. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan
industrial dan pemutusan hubungan kerja yang terjadi, yang telah
dan belum diselesaikan oleh pegawai mediator, konsiliator dan
arbiter maupun pengadilan hubungan industrial,

d. Penanganan dan penyelesaian kasus perselisihan hubungan
industrial dan pemutusan hubungan kerja yang berasal dari
pekerja atau organisasi profesi;

e. Pelimpahan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan
mengirim ke pengadilan hubungan industrial (PHI) agar diproses
lebih lanjut;



Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan baik
swasta maupun BUMN/ BUMD dan pencatatan serikat
buruh/serikat pekerja;

Pembinaan terhadap persyaratan kerja yang meliputi perjanjian
kerja, peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama;
Pelaksanaan pembinaan dan pegesahan peraturan perusahaan
dan pendaftaran perjanjian kerja bersama dan Pencatatan
Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT);

Pelaksanaan pemantauan hubungan industrial di perusahaan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

(1) Kepala Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Norma Kerja
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Hubungan
Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja pada bagian Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Norma Kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Norma Kerja
mempunyai fungsi :

a.

Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan
pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan keselamatan,
kesehatan dan norma kerja di perusahaan;

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan
terhadap pemakaian alat pelindung diri bagi pekerja;

Pelaksanaan  pengawasan dan  pemeriksaan terhadap
perusahaan yang memproduksi menggunakan bahan-bahan
berbahaya;

Pemberian  penyuluhan dan pembinaan dalam rangka
pembentukan panitia pelaksana keselamatan, kesehatan kerja
dan norma kerja;

Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan pengujian
terhadap penggunaan mesin uap, bejana tekan, mekanik , listrik,
kebakaran konstrusi bangunan serta alat keselamatan kerja
lainnya;

Pembinaan perizinan antara lain : ijin pemakaian pesawat angkat
dan angkut, pengesahan instalasi listrik, pengesahan instalasi
penyalur petir, ijin pemakaian pembangkit listrik (diesel), instalasi
pemadam kebakaran, ijin pemadam lift, ijin pemakaian bejana
tekan dan pemakaian pesawat uap;

Penyiapan bahan penyusunan teknis pembinaan dan
penyempurnaan norma kerja umum dan khusus;

Pelaksanaan inventarisasi data laporan ketenagakerjaan sebagai
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
Penyusunan dan penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai
pengawas ketenagakerjaan;

Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan ijin kerja tenaga wanita
pada malam hari dan perusahaan-perusahaan yang melakukan
kerja lembur ;

Pelaksanaan kegiatan pengawasan norma kerja khususnya
tenaga wanita, anak dan orang muda;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai
dengan bidang tugasnya.



Pasal 34

(1) Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Kerja mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Hubungan Industrial
dan Pengawasan Tenaga Kerja pada bagian Jaminan Sosial dan
Kesejahteraan Kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Kerja mepunyai
fungsi :

a. Penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan
jaminan sosial dan kesejahteraan kerja bagi pekerja di
perusahaan;

b. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak asuransi di daerah tentang
pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan serta
menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan asuransi di
perusahaan;

c. Pelaksanaan pembinaan pembentukan koperasi karyawan
pelaksanaan jaminan sosial dan pelaksanaan keluarga berencana
(KB) di perusahaan bersama instansi teknis guna peningkatan
kesejahteraan karyawan,;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang implementasi
jaminan sosial dan kesejahteraan kerja karyawan perusahaan;

e. Pengkoordinasian, pengkajian dan perumusan Upah Minimum
Regional (UMR);

f. Pengawasan terhadap Penerapan Upah Minimum Regional
(UMR) dan uang lembur di perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

g. Fasilitator dan penyelesaian terhadap pengaduan buruh/ tenaga
kerja dan kecelakaan kerja di perusahaan;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

(1) Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas
tenaga kerja, transmigrasi dan sosial di bidang Pengembangan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dengan perusahaan dalam informasi
pasar dan bursa kerja;

b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penempatan
tenaga kerja di perusahaan;

c. Fasilitasi perluasan dan produktifitas tenaga kerja;

d. Penyusunan rumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan kerja
sama dalam pelaksanaan transmigrasi;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 36



(1) Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi terdiri dari:

a.

b.
C.

Seksi Informasi Pasar, Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga
Kerja;

Seksi Perluasan dan Produktifitas Tenaga Kerja;

Seksi Transmigrasi.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung
jawab Kepada Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.

Pasal 37

(1) Kepala Seksi Informasi Pasar, Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga
Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang
Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada
bagian Informasi Pasar, Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Informasi Pasar, Bursa Kerja dan Penempatan
Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a.

b.

C.

= 3

Penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan
informasi persediaan tenaga kerja;

Penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman informasi,
bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;

Penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan
informasi pendidikan pelatihan tenaga kerja;

Penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan
bursa kerja di lembaga-lembaga latihan kerja dan lembaga
pendidikan formal,

Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan informasi pasar
kerja dan bursa kerja;

Pengkoordinasian, kerja sama dan penyiapan konsep sistem,
metode dan teknik penggunaan analisis jabatan di bidang
ketenagakerjaan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama instansi teknis dalam
pembimbingan analisis jabatan di perusahaan;

Pelaksanaan monitoring dan penyiapan bahan penilaian
pelaksanaan rencana pembatasan penggunaan dan perizinan
tenaga kerja asing domestik;

Penyiapan bahan pembinaan penempatan tenaga kerja antar
kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara,

Penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman
pembinaan tenaga kerja pemerintah;

Penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman
pembinaan penempatan tenaga kerja muda dan wanita serta
tenaga penyandang cacat dan lansia;

Penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman
pembinaan tenaga asing;

. Penyiapan bahan pedoman pemberian ijin tenaga kerja asing;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoiring dan penilaian
pelaksanaan rencana dan kegiatan penempatan tenaga kerja
muda dan wanita, tenaga kerja penyandang cacat dan lansia
serta pembatasan penggunaan tenaga asing;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38



(1) Kepala Seksi Perluasan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Pengembangan,
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada bagian Perluasan
dan Produktifitas Tenaga Kerja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

1),

Kepala Seksi Perluasan dan Produktifitas Tenaga Kerja

mempunyai fungsi:

a.

Penyiapan bahan sistem dan perangkat lunak serta bahan
pembinaan terapan, teknologi tepat guna, pertanian serta bahan
pembinaan perluasan lapangan kerja dan kesempatan Kkerja
pedesaan dan perkotaan;

Penyebarluasan data dan informasi teknologi tepat guna tenaga
kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerja;

Pelaksanaan pembinaan teknologi tepat guna disektor pertanian
dan non pertanian serta perluasan kesempatan terjadi pedesaan
dan perkotaan;

Pengumpulan data informasi potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia dalam rangka perluasan kerja dan
Produktifitas Tenaga Kerja;

Pengumpulan dan penginventarisasian data/ bahan yang
berhubungan dengan kegiatan pembinaan usaha mandiri
profesional bagi lulusan SLTA dan sarjana;

Penyiapan bahan penyusunan pedoman penyuluhan tenaga kerja
mandiri profesional bagi lulusan SLTA dan sarjana;

Pelaksanaan penyusunan pedoman pengerahan, pendaftaran dan
seleksi tenaga kerja mandiri SLTA dan sarjana;

Pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi teknis dalam
pemberian pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja di
Perusahaan;

Pemprosesan pembuatan kartu pencari kerja;

Penyiapan bahan penyusunan pedoman bimbingan, panduan dan
peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri SLTA dan sarjana;
Pelaksanaan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat,
instansi pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang akan
atau sedang melaksanakan usaha sendiri;

Penyiapan bahan untuk seminar-seminar, rapat-rapat dalam
rangka kerja sama instansi pemerintah maupun swasta untuk
pengembangan atau percontohan usaha mandiri;

. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 39

(1) Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada bagian transmigrasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi:

a.

b.

C.

Pengumpulan data dan analisa tentang kondisi masyarakat
transmigrasi dan atau pemukiman kembali;

Pengkoordinasian dalam rangka pembinaan partisipasi
masyarakat;

Pengkoordinasian antar lembaga dalam rangka pemberdayaan
masyarakat transmigrasi/ pemukiman kembali;



d. Pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan pendaftaran,
seleksi dan penyusunan administrasi pemindahan dan
penempatan transmigrasi;

e. Pelayanan perpindahan penduduk yang bertransmigrasi;

Pelayanan informasi kepada lembaga masyarakat tentang potensi

dan kondisi masyarakat baik daerah asal maupun daerah

transmigrasi;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
prasarana transito, perawatan kesehatan, serta bimbingan sikap
mental calaon transmigran;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sesuai dengan bidang tugasnya.

—

Pasal 40

(1) Bidang Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan
Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan
Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial di bidang
bimbingan, rehabilitasi sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan
Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pendataan,
bimbingan, dan rehabilitasi sosial;

b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan
sosial;

c. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan
sosial;

d. Pelaksanaan pembinaan swadaya masyarakat dan pemberian
bantuan bencana alam;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 41

(1) Bidang Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan
Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
a. Seksi Pendataan, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial ;
b. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
c. Seksi Bina Swadaya Masyarakat dan Bantuan Bencana Alam.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan
Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 42

(1) Kepala Seksi Pendataan, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Bimbingan,
Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada
bagian Pendataan, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pendataan, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial
mempunyai fungsi:

a.

Pelaksanaan pendataan masyarakat yang mempunyai masalah
sosial, keluarga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesehatan Sosial (PSKS);
Pengkoordinasian, kerja sama, dan pemberantasan penyakit
sosial;

Fasilitasi pembinaan dan pembimbingan masyarakat yang
merupakan penyandang cacat, tuna sosial, anak nakal, anak
jalanan, gelandangan, pengemis, korban narkotika serta obat
terlarang lainnya serta eks narapidana dan eks psikotik;
Penyiapan bahan dan pelaksanaan rehabilitasi sosial pemukiman
daerah kumuh, pembinaan perumahan sederhana dan pembinaan
masyarakat;

Pengkoordinasian dan kerja sama dalam penyediaan sarana dan
prasarana rehabilitasi sosial;

Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal;
Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan
masyarakat yang mempunyai masalah sosial;

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penempatan
tenaga kerja yang memiliki masalah sosial dan penyakit sosial;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan Bidang Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan
Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada bagian Kesejahteraan
Sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a.

b.

Perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan bimbingan
dan penyuluhan dibidang kesejahteraan sosial;

Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial serta
pelatihan tenaga bidang Usaha Kesehatan Sosial;
Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan
sosial;

Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera;
Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga dan angkatan surja;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pengembangan potensi kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan pembinaan dan usaha-usaha pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, kejuangan serta perintis kemerdekaan;
Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan ;
Pelaksanaan pembinaan, usaha dan koordinasi dalam rangka
kesejahteraan pahlawan/ perintis kemerdekaan dan keluarga/ ahli
warisnya serta pembinaan nilai kepahlawanan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan
kesejahteraan sosial,

Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan
anak dan adopsi lingkup kabupaten;

Pelayanan kesejahteraan lanjut usia terlantar, pelayanan sosial,
dan rehabilitasi sosial, penyandang cacat, tuna susila,
gelandangan, pengemis dan eks nara pidana;



m. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

(1) Kepala Seksi Bina Swadaya Masyarakat dan Bantuan Bencana Alam
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang
Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial pada Bagian Bina Swadaya Masyarakat dan Bantuan Bencana
Alam.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Swadaya Masyarakat dan Bantuan Bencana
Alam mempunyai fungsi:

a.

Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi : fakir miskin, komunitas
adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup
kabupaten;

Pemberdayaan karang taruna, organisasi sosial (LSM) organisasi
profesi serta tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) dan
dunia usaha;

Pelaksanaan penanggulangan korban bencana alam dan korban
NAPZA ( Narkotika dan Penyalahgunaan Zat Adiktif );
Pelaksanaan  pembinaan, bimbingan dan pengendalian
pengumpulan sumbangan sosial;

Pelaksanaan bimbingan dan koordinasi dalam pemberian bantuan
korban bencana;

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi sosial
kemasyarakatan;

Penyiapan bahan dalam rangka pemberian ijin atau rekomendasi
usaha pengumpulan dana bantuan sosial dan kerjasama dengan
badan/ organisasi sosial swasta yang menyelenggarakan usaha-
usaha pengumpulan dana sosial;

. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 45

(1) Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan dinas tenaga kerja, transmigrasi dan
sosial di bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial mempunyai

fungsi:

a. Pelaksanaan pembinaan kegiatan masyarakat di bidang
keagamaan;

b. Pelaksanaan pengolahan dan penyiapan bahan bantuan terhadap
kegiatan dibidang keagamaan ;

c. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan Sarana dan
Prasarana Peribadatan;

d. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan Lembaga dan
Organisasi Keagamaan;

e. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan Lembaga dan

Organisasi Sosial;



f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 46

(1) Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial terdiri dari :
a. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Peribadatan;
b. Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Keagamaan;
c. Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Sosial.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial.

Pasal 47

(1) Kepala Seksi Bina Sarana dan Prasarana Peribadatan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Keagamaan dan
Organisasi Sosial pada Bagian Bina Sarana dan Prasarana
Peribadatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Sarana dan Prasarana Peribadatan
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan pengiventarisasian sarana dan
prasarana peribadatan;

b. Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana peribadatan;

c. Penyusunan kebijakan tata aturan pembangunan sarana dan
prasarana peribadatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Fasilitasi pengembangan swadaya masyarakat dalam
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
peribadatan;

e. Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana peribadatan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keagamaan dan Organisasi Sosial sesuai dengan bidang
tugasnya.

—h

Pasal 48

(1) Kepala Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Keagamaan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Keagamaan dan
Organisasi Sosial pada Bagian Bina Lembaga dan Organisasi
Keagamaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Keagamaan
mempunyai fungsi:

a. Perumusan, perencanaan kebijakan pembinaan, bimbingan dan
penyuluhan lembaga dan organisasi keagamaan,;

b. Pelaksanaan koordinasi dan pengiventarisasian lembaga dan
organisasi keagamaan;

c. Monitoring dan mengevaluasi keberadaan lembaga dan
organisasi keagamaan;

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan antar umat
beragama,;

e. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan antar umat
beragama,;

f. Pembinaan dan pengembangan potensi lembaga dan organisasi
keagamaan;



g. Pelaksanaan pengolahan dan penyiapan bahan bantuan terhadap
kegiatan di bidang keagamaan;

h. Pengawasan, penelitian dan pelaporan kegiatan lembaga dan
organisasi keagamaan;

i. Fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan lembaga dan organisasi
keagamaan;

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keagamaan dan Organisasi Sosial sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 49

(1) Kepala Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Sosial mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Keagamaan dan Organisasi
Sosial pada Bagian Bina Lembaga dan Organisasi Sosial.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Sosial mempunyai
fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan organisasi/ LSM bidang
usaha kesejahteraan sosial ;

b. Pengawasan, penelitian dan pelaporan kegiatan lembaga dan
organisasi sosial;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kkegiatan
pembinaan lembaga dan organisasi sosial ;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi karang
taruna dan lembaga keuangan mikro pedesaan;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga sosial,
swasta sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan
penyandang masalah sosial;

f. Fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan lembaga dan organisasi
sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial;

g. Pelaksanaan pengolahan dan penyiapan bahan bantuan terhadap
kegiatan lembaga dan organisasi sosial;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang
Keagamaan dan Organisasi Sosial sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 50

(1) UPT Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Sosial sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) UPT Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dibentuk dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan daerah
serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 51

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan
tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil;

d. Pelaksanaan  pengembangan pembangunan di  bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil ;

e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 52

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program

kerja ;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
Kinerja;

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 53

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 54

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;



Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan
disiplin pegawai;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 55

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :

a.

b.

o
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Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;

Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja;

Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a.
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Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;

Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian
pelaksanaan program dan proyek;

. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun

dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata
laksana;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 57

(1) Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil di bidang Pendaftaran Penduduk.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pencatatan administrasi perpindahan penduduk;

Pelaksanaan pemeliharaan data kependudukan;

Penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan bidang

tugas;

e. Pelaksanaan penerbitan kartu tanda penduduk dan Kkartu
keluarga;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 58

(1) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
a. Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan;
b. Seksi Perpindahan Penduduk;
c. Seksi Pemeliharaan Data Penduduk.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendaftaran Penduduk.

Pasal 59

(1) Kepala Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Pendaftaran Penduduk
pada bagian penerbitan administrasi kependudukan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan mempunyai
fungsi:

Pelaksanaan penyiapan bahan pengumpulan data;

Pelaksanaan penerbitan administrasi kependudukan;

Pengelolaan penerbitan adminstrasi kependudukan;

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas sesuai bidang;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 60

(1) Kepala Seksi Perpindahan Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Pendaftaran Penduduk pada
bagian Perpindahan Penduduk.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perpindahan Penduduk mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan data;
b. Pelaksanaan penelitian berkas;



c. Pengelolaan pendaftaran dan adminstrasi data mutasi
perpindahan penduduk dan kedatangan penduduk warga negara
indonesia dan warga negara asing;

d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidang;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 61

(1) Kepala Seksi Pemeliharaan Data Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Pendaftaran Penduduk pada
bagian pemeliharaan data penduduk.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemeliharaan Data Penduduk mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap data administrasi
kependudukan warga negara indonesia dan warga negara asing;

b. Pelaksanaan kearsipan terhadap data administrasi kependudukan
dan catatan sipil,

c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidangnya,;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

(1) Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang
Pencatatan Sipil.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pencatatan pendaftaran dan menerbitkan kutipan
akta kelahiran bagi warga negara indonesia dan warga negara
asing;

b. Pelaksanaan pencatatan, pendaftaran dan menerbitkan kutipan
akta perkawainan bagi warga negara indonesia dan warga negara
asing;

c. Pelaksanaan pencatatan, pendaftaran dan menerbitkan akte
perceraian bagi warga negara indonesia dan warga negara asing;

d. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, menerbitkan akte
kematian bagi warga negara indonesia dan warga negara asing;

e. Pelaksanaan pencatatan, pendaftaran dan meneliti berkas
pencatatan serta menerbitkan kutipan akte pengakuan dan
pengesahan anak bagi warga negara indonesia dan warga negara
asing;

f. Pelaksanaan pencatatan, pendaftaran, meneliti berkas pencatatan
laporan kelahiran perkawinan perceraian kematian pengakuan
dan pengesahan anak diluar negeri ;

g. Pelaksanaan pencatatan pendaftaran dan meneliti berkas
pencatatan perubahan status kewarganegaraan serta ganti nama,;



h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan bidang
tugas;

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 63

(1) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Seksi Kelahiran dan kematian;
b. Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan

Perceraian;

c. Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Perubahan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pencatatan Sipil.

Pasal 64

(1) Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Pencatatan Sipil pada bagian
Kelahiran dan Kematian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran;
b. Pelaksanaan penelitian berkas pencatatan;

c. Pengelolaan data catatan sipil;
d

. Pencatatan akta dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan
kematian bagi warga negara indonesia dan warga negara asing;

e. Pencatatan dan memberikan surat keterangan laporan kelahiran
dan kematian;

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidang tugasnya;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 65

(1) Kepala Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan
Perceraian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang
Pencatatan Sipil pada bagian Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan
Anak dan Perceraian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan
Perceraian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran;
b. Pelaksanaan penelitian berkas pencatatan;

c. Pengelolaan data catatan sipil;
d

. Pencatatan akta dan menerbitkan kutipan akta perkawinan,
pengakuan, pengesahan anak dan perceraian bagi warga negara
indonesia dan warga negara asing;

e. Pencatatan dan memberikan surat keterangan laoran perkawinan,
pengakuan, pengesahan anak dan perceraian;



f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidang tugasnya;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 66

(1) Kepala Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Perubahan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Pencatatan
Sipil pada bagian Penyimpanan, Pemeliharaan dan Perubahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Perubahan
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pencatatan data dalam file data catatan sipil,

b. Pengelolaan menyimpan dan memelihara data catatan sipil;

c. Pencatatan data perubahan dan mencatat dalam data perubahan
catatan sipil;

d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidangnya,;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 67

(1) Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi  Adminstrasi
Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang Pengelolaan Data
Informasi Administrasi Kependudukan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi
Kependudukan mempunyai fungsi:

a. Persiapan bahan dalam rangka  membangun dan
mengembangkan sistem pengolahan data melalui teknologi
informsi di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil,

b. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan pembangunan
dan pengembangan sistem informasi kependudukan di bidang
kependudukan dan catatan sipil;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program berdasarkan rencana program;

d. Pelaksanaan penelitian baik teknis maupun administratif terhadap
pelaksanaan program;

e. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan
program baik adminstrasi maupun teknis di bidang kependudukan
dan catatan sipil;

f. Pelaksanaan analisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan
program pembangunan serta pengembangan adminstrasi di
bidang kependudukan dan catatan sipil;

g. Persiapan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepad

pimpinan dalam pengembangan dan pengendalian di bidang
kependudukan dan catatan sipil;



h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidang;

I. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

(1) Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan
terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan ;
b. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi ;
c. Seksi Penyajian Analisa Kependudukan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengelolaan Data Administrasi.

Pasal 69

(1) Kepala Seksi Pengelolaan data kependudukan yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Pengelolaan Data
Informasi Administrasi Kependudukan pada bagian Pengelolaan data
kependudukan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengelolaan Data Kependudukan mempunyai
fungsi:

a. Penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan data kependudukan
di bidang kependudukan dan catatan sipil;

b. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan pembangunan
dan pengembangan data kependudukn di bidang kependudukan
dan catatan sipil,

c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidangnya,;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 70

(1) Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang
Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan pada bagian
pengembangan sistem dan teknologi informasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
mempunyai fungsi:

a. Persiapan  bahan dalam rangka membangun  dan
mengembangkan sisitem pengolahan data melalui teknologi
informasi di bidang kependudukan dan catatan sipil;

b. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan pembangunan
dan pengembangan sistem informasi kependudukan di bidang
kependudukan dan catatan sipil;

c. Penyusunan laporan pertanggunjawaban atas pelaksanaan tugas
sesuai bidangnya;



d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 71

(1) Kepala Seksi Penyajian Analisa Kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Pengelolaan Data Informasi
Administrasi Kependudukan pada bagian penyajian analisa
kependudukan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penyajian Analisa Kependudukan mempunyai
fungsi:

a. Pelaksanaan analisa, evaluasi pelaksanaan rencana dan program
pembangunan serta pengembangan administrasi di bidang
kependudukan dan catatan sipil;

b. Penyiapan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada
pimpinan dalam pengembangan dan pengendalian di bidang
kependudukan dan catatan sipil;

c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidangnya,

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 72

(1) Bidang Pengawasan dan penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
(2) Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil di bidang pengawasan dan penyuluhan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program berdasarkan rencana;

b. Pelaksanaan pengawasan baik teknis maupun administratif
terhadap unit pelaksana teknis dinas;

c. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program penyuluhan
kependudukan di masyarakat;

d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai bidang
tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 73

(1) Bidang Pengawasan dan Penyuluhan terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Kependudukan;
b. Seksi Pengawasan Pelayanan;
c. Seksi Penyuluhan.



(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengawasan dan Penyuluhan.

Pasal 74

(1) Kepala Seksi Pengawasan Kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian wurusan Bidang Pengawasan dan
Penyuluhan pada bagian Pengawasan Kependudukan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengawasan Kependudukan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program berdasarkan rencana  program
kependudukan yang telah ditetapkan;

b. Pelaksanaan pengawasan baik teknis maupun administratif
terhadap pelaksanaan program kependudukan dan catatan sipil;

c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidangnya,;

d. Perumusan, penyusunan dan pembuatan indikator penilaian
kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 75

(1) Kepala Seksi Pengawasan Pelayanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian wurusan Bidang Pengawasan dan
Penyuluhan pada bagian Pengawasan Pelayanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengawasan Pelayanan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
berdasarkan rencana program;

b. Pelaksanaan pengawasan baik teknis maupun administratif
terhadap pelaksanaan pelayanan kependudukan;

c. Fasilitasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang
Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;

d. Pembuatan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM);

e. Pembuatan Standar Operasional Prosedur ( SOP );

f. Kerja sama penyusunan dan pembuatan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) ;

g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai bidangnya,;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 76
(1) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan Bidang Pengawasan dan Penyuluhan pada bagian
Penyuluhan.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyuluhan;

b. Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk;

c. Pengkoordinasian dengan instansi teknis dalam pelaksanaan
penyuluhan kepada masyarakat;

d. Perumusan dan penyusunan program penyuluhan kepada
masyarakat;

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya,;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 77

(1)) UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibentuk dan ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan
daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 78

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pekerjaan Umum
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas
pembantuan bidang Pekerjaan Umum.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pekerjaan Umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum;

d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Pekerjaan
Umum;

e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pekerjaan Umum,;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

—h

Pasal 79

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif .



(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program

kerja ;

Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
Kinerja;

Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 80

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :

a.
b.
C.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Program dan Laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 81

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.
b.
C.
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Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan
disiplin pegawai;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 82

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;

Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja;

Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
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Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 83

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a.
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Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
Perumusan dan melaksanakan penyusunan rencana program;
Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;

Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian
pelaksanaan program dan proyek;

Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun
dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata
laksana;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 84

(1) Bidang Pembangunan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum di bidang pembangunan
jalan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang Pembangunan Jalan mempunyai fungsi:

a.

b.

C.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan bidang jalan kabupaten;

Pemberian bimbingan teknis dan perizinan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan;

Pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis perencanaan
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan;
Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 85

(1) Bidang Pembangunan Jalan terdiri dari :

a.
b.

Seksi Perencanaan,;
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;



c. Seksi Penerangan Jalan Umum.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan Dbertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembangunan Jalan.

Pasal 86

(1) Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan Bidang Pembangunan Jalan pada bagian
perencanaan pembangunan jalan dan penerangan jalan umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan
program dan estimasi biaya jalan dan penerangan jalan umum;

b. Pelaksanaan study kelayakan, amdal dan perencanaan teknis
jalan dan penerangan jalan umum;

c. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pemutakhiran dan
penyimpanan data-data mengenai jalan dan penerangan jalan
umum;

d. Memberikan rekomendasi teknis terhadap pemasangan fasilitas
umum pada jalan milik daerah;

e. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah serta
bahan jalan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 87

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Pembangunan Jalan pada
bagian Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan
penerangan jalan umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai
fungsi:

a. Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan
perencanaan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan
jalan dan penerangan jalan umum;

b. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan Pemeliharaan
jalan dan penerangan jalan umum;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan,
peningkatan jalan dan penggantian penerangan jalan umum;

d. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembangunan dan
Pemeliharaan dalam peningkatan dan penggantian jalan dan
penerangan jalan umum;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 88

(1) Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU) mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Pembangunan Jalan pada
bagian penerangan jalan umum.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan progran
estimasi biaya pemeliharaan jalan dan penerangan jalan umum;

b. Pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan penerangan jalan
umum;

c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan serrta
pemeliharaan jalan akibat bencana alam dan pemeliharaan
penerangan jalan umum;

d. Pelaksanaan pemanfaatan jalan dan pemberian rekomendasi
serta perizinan jalan bagi kendaraan yang melalui jalan yang
melampaui kemampuan muatan sumbu terberat jalan;

e. Pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian  kegiatan
pemeliharaan pemanfaatan jalan dan penerangan jalan umum
serta penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 89

(1) Bidang Pembangunan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pembangunan Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum di bidang
pembangunan jembatan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pembangunan Jembatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kkebijakan teknis perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan jembatan;

b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jembatan;

c. Pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan;

d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis perencanaan
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jembatan;

e. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status
jembatan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 90

(1) Bidang Pembangunan Jembatan terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan,;
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaanp;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pembangunan Jembatan.

Pasal 91

(1) Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan Bidang Pembangunan Jembatan pada bagian
Perencanaan.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:

a.

b.

Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan
perencanaan program dan estimasi biaya jembatan;

Pelaksanaan study kelayakan, amdal dan perencanaan teknis
jembatan;

Peyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pemutakhiran dan
penyimpanan data-data mengenai jembatan;

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah serta
bahan jembatan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 92

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Pembangunan Jembatan
pada bagian Pembangunan dan Pemeliharaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai
fungsi:

a.

b.

Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan
perencanaan dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan jembatan;

Pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan
jembatan;

Pelaksanaan penelitan dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan dan pengawasan Kkegiatan pembangunan dan
peningkatan jembatan;

Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembangunan
peningkatan dan penggantian jembatan;

Pengumpulan data dan bahan dalam rangka estimasi biaya
pemeliharaan jembatan;

Pelaksanaan program pemeliharaan jembatan;

Penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan
jembatan akibat bencana alam dan pemeliharaan jembatan;

Pelaksanaan pemanfaatan jembatan dan pemberian rekomendasi
serta perizinan jembatan bagi kendaraan yang melalui jembatan
yang melampaui kemampuan muatan sumbu terberat jalan;

Pelaksanaan pembinaan  dan pengendalian kegiatan
pemeliharaan pemanfaatan jembatan serta penanggulangan
kerusakan jembatan akibat bencana alam;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 93

(1) Bidang Pembangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pembangunan Gedung mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum di bidang
pembangunan Gedung.



(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Bidang Pembangunan Gedung mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan,
pemeliharaan bidang pembangunan gedung dan perumahan;

b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan gedung dan
perumahan;

c. Pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan;

d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian teknis perencanaaan
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan
perumahan;

e. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status
gedung dan perumahan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 94

(1) Bidang Pembangunan Gedung terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Tata Ruang;
b. Seksi Pembangunan;
c. Seksi Pemeliharaan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembangunan Gedung.

Pasal 95

(1) Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Ruang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Pembangunan Gedung pada
bagian Perencanaan dan Tata Ruang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan
perencanaan program dan estimasi biaya pembangunan gedung
pemerintah;

b. Penyiapan perencanaan penataan bangunan gedung pemerintah
serta peraturan bangunan;

c. Pelaksanaan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis
perencanaan bangunan gedung;

d. Pengkoordinasian dan Penyusunan Tata Ruang Bangunan yang
ada di wilayah pemerintah Kabupaten;

e. Pengkoordinasian pembuatan peraturan daerah tentang tata
ruang pembangunan serta peta tata ruang di wilayah pemerintah
kabupaten;

f. Pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung daerah/
negara dan bangunan umum lainnya;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Gedung sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 96
(1) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian urusan Bidang Pembangunan Gedung pada bagian
Pelaksanaan Pembangunan Gedung.



- 42 -

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan
teknis pembangunan gedung pemerintah;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap pembangunan gedung pemerintah;

c. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Gedung sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 97

(1) Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan Bidang Pembangunan Gedung pada bagian
pemeliharaan Gedung.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan
program estimasi biaya pemeliharaan gedung;

b. Pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung;

c. Pelaksanaan bantuan dan bimbingan teknis pemeliharaan
bangunan gedung;

d. Pelaksanaan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan dan
penghapusan gedung;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan Gedung sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 98

(1) Bidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum di
bidang Penataan lingkungan dan Pemukiman.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman
mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan dan
pemeliharaan bidang penataan lingkungan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis bidang
penataan lingkungan sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan
Bupati;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 99

(1) Bidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman terdiri dari :
a. Seksi Sanitasi dan Air Bersih;
b. Seksi Drainase dan Utilitas;
c. Seksi Pemukiman.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan
lingkungan dan Pemukiman.

Pasal 100



(1) Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Penataan lingkungan dan
Pemukiman pada Bagian Sanitasi dan Air Bersih.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan
teknis prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih pedesaan;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan sanitasi
dan air bersih pedesaan,;

c. Pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi dan air
bersih pedesaan;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pemeliharaan
sanitasi dan air bersih pedesaan;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penataan Lingkungan dan Pemukiman sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 101

(1) Kepala Seksi Drainase dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan Bidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman pada
bagian drainase dan utilitas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Drainase dan Utilitas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan
teknis prasarana dan sarana drainase dan utilitas kota;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan drainase
dan utilitas kota;

c. Pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan
utilitas kota;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pemeliharaan
drainase dan utilitas kota;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penataan Lingkungan dan Pemukiman sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 102

(1) Kepala Seksi Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Bidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman pada bagian
Pemukiman.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemukiman mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan
teknis prasarana dan sarana penyehatan lingkungan;

b. Pelaksanaan penelitian, perumusan, dan penyusunan konsep
pembangunan pemukiman yang sehat lingkungan;

c. Pelaksanaan Kerja sama dan koordinasi dengan pihak lain dalam
pengembangan pemukiman penduduk;

d. Pembinaan Perizinan yang berhubungan dengan Pekerjaan
Umum;

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan
penyehatan lingkungan;

f. Pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana penyehatan
lingkungan;



g. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pemeliharaan
penyehatan lingkungan;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penataan Lingkungan dan Pemukiman sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 103

(1)) UPT Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan
nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

(2) UPT Pekerjaan Umum dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan berdasarkan kebutuhan daerah serta telah
memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
DINAS PENGAIRAN

Pasal 104

(1) Kepala Dinas Pengairan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerabh.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pengairan dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan
bidang Pengairan.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengairan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pengairan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengairan;

Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Pengairan;

Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pengairan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Pasal 105

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif .
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program
kerja ;
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
kinerja;
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,



d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 106

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 107

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;

Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan

disiplin pegawai;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 108

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;
b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja;
Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai,
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 109



(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;

Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian

pelaksanaan program dan proyek;

h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun
dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata
laksana;

J. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 110

(1) Bidang Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air dipimpin
oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Pengairan
di bidang Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air
mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan dan
pemeliharaan bidang Penataan dan Pengembangan Sumber
Daya Air;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan
Penelitian;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan sumber
daya air;

d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber
daya air;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 111

(1) Bidang Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air terdiri dari:
a. Seksi Pendataan dan Penelitian;
b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air.



Pasal 112

(1) Kepala Seksi Pendataan dan Penelitian mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian  urusan  Bidang Penataan dan
Pengembangan Sumber Daya Air pada bagian Pendataan dan
Penelitian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pendataan dan Penelitian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan survey pendataan, penelitian dan studi dalam
rangka penatagunaan sumber daya air;

b. Penyusunan pedoman dan standarisasi teknis penatagunaan
sumber daya air;

c. Penyusunan rencana teknis dan program pelaksanaan teknis
penatagunaan sumber daya air;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 113

(1) Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian urusan Bidang Penataan dan
Pengembangan Sumber Daya Air pada bagian pemanfaatan sumber
daya air.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman penatagunaan
sumber daya air;

b. Pemantauan dan pengevaluasian dampak serta manfaat
penatagunaan sumber daya air;

c. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 114

(1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Penataan dan
Pengembangan Sumber Daya Air pada bagian pengembangan
sumber daya air.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai
fungsi:

a. Perumusan dan pengkajian pengembangan sumber daya air;

b. Pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi teknis;

c. Pengadakan pembinaan, latihan dan penyuluhan sumber daya
air;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 115

(1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.



(2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas Pengairan di bidang sarana
dan prasarana.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan dan
pemeliharaan bidang sarana dan prasarana;

b. Perumusan, pengkajian dan pelaksanaan perencanaan teknis;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;

d. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian sarana dan
prasarana;

e. Pengkoordinasian dengan instansi teknis dalam penyusunan
program;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 116

(1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Teknis;
b. Seksi Pelaksanaan;

c. Seksi Pemantuan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana.

Pasal 117

(1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan
sebagian urusan Bidang Sarana dan Prasarana pada bagian
Perencanaan Teknis.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan umum dan
program pengelolaan sumber daya air;

b. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan
jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan sumber daya air;

c. Penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya
air;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 118

(1) Kepala Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Bidang Sarana dan Prasarana pada bagian Pelaksanaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pelaksanaan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan survey pendataan, penelitian dan pengkajian serta
studi kelayakan dalam rangka pengelolaaan sumber daya air;
b. Penyusunan pedoman dan standarisasi teknis pengelolaan
sumber daya air;



c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanan
teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber
daya air;

d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan
jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan sumber daya air;

e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya
air;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 119

(1) Kepala Seksi Pemantuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Bidang Sarana dan Prasarana pada bagian Pemantuan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Pemantuan mempunyai fungsi:

a. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya
air;

b. Pembinaan pengelolaan administrasi teknik pelaksanaan
pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan sumber
daya air;

c. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 120

(1) Bidang Operasional dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

(2) Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas Pengairan di bidang
Operasional dan Pemeliharaan;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan mempunyai
fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan dan
pemeliharaan bidang Operasional dan Pemeliharaan;

b. Perumusan, pengkajian dan pelaksanaan penataan dan
pengendalian sumber daya air;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan sumber
daya air;

d. Pengkoordinasian dengan instansi teknis dalam penyusunan
program;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 121

(1) Bidang Operasional dan Pemeliharaan terdiri dari :
a. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Air;
b. Seksi Penataan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
c. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang
operasi dan pemeliharaan



Pasal 122

(1) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Air mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Operasional dan
Pemeliharaan pada bagian Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber
Air.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Air
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan monitoring kegiatan yang dilakukan masyarakat,
instansi, pengusaha dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber
air;

b. Pengembangan dan inovatif pemanfaatan dan pengelolaan
sumber air;

c. Pengiventarisasian tanah-tanah sumber air yang berada di
wilayah kabupaten;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Operasional dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 123

(1) Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Sumber Daya Air yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang
Operasional dan Pemeliharaan pada Bagian Penataan dan
Pengendalian Sumber Daya Air.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Sumber Daya Air
mempunyai fungsi:

a. Perencanaan teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber
daya air;
b. Pengamanan fungsi-fungsi sumber air;
Pembinaan penyediaan dan alokasi air untuk berbagai keperluan;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Operasional dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 124

(1) Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Bidang Operasional dan
Pemeliharaan pada bagian Pemeliharaan Sumber Daya Air.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. Pembinaan penanggulangan akibat bencana alam banjir dan
kekeringan;

b. Perencanaan dan pelaksanaan teknis dalam pemeliharaan
sumber daya air;

c. Pemberdayaan masyarakat dalam memelihara sumber daya air;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Operasional dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 125
(1) Bidang Bina Manfaat dan kemitraan dipimpin oleh Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.



(2) Kepala Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas Pengairan di bidang bina
manfaat dan kemitraan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Bina Manfaat dan kemitraan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan dan
pemeliharaan bidang Bina Manfaat dan kemitraan;

b. Perumusan, pengkajian dan pelaksanaan kerja sama dan peran
serta masyarakat;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan peran
serta masyarakat;

d. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat;

e. Pengkoordinasian dengan instansi teknis dalam penyusunan
program;

f. Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengguna Air;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 126

(1) Bidang Bina Manfaat dan kemitraan terdiri dari :
a. Seksi Bina Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat;
b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengguna Air.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina
Manfaat dan Kemitraan.

Pasa 127

(1) Kepala Seksi Bina Kerja Sama dan Peran serta masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Bina
Manfaat dan kemitraan pada Bagian Bina Kerja Sama dan Peran
Serta Masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
mempunyai fungsi:

a. Pembinaan pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai
keperluan;

b. Penyusunan pedoman kerja sama pengelolaan, pemanfaatan
sumber daya air antara kabupaten dan peran serta lembaga
swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air;

c. Penyusunan naskah-naskah kerja sama dan peran serta lembaga
swasta dan masyarakat;

d. Pemberian rekomendasi perizinan penambangan bahan galian
golongan pada sumber-sumber air dan pembangunan limbah air
pada sumber-sumber air;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Manfaat dan Kemitraan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 128



(1) Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengguna Air
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Bina
Manfaat dan Kemitraan pada bagian Peningkatan Sumber Daya
Manusia Pengguna Air.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengguna Air
mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan konsep peningkatan sumber daya
manusia pengguna air;

b. Pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi teknis dalam
usaha peningkatan sumber daya manusia pengguna air;

c. Pemberian wawasan dan pemahaman akan pentingnya kegunaan
air kepada masyarakat;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Manfaat dan Kemitraan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 129

(1) UPT Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pengairan sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) UPT Dinas Pengairan dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan berdasarkan kebutuhan daerah serta telah
memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 130

(1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
dan tugas pembantuan bidang Perindustrian dan Perdagangan.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan
Perdagangan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Perindustrian dan Perdagangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan
Perdagangan;

d. Pelaksanaan  pengembangan pembangunan di  bidang
Perindustrian dan Perdagangan;

e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Perindustrian dan
Perdagangan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 131



(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program

kerja ;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
Kinerja;

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 132

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 133

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai,

e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan
disiplin pegawai;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 134

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :



a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;

b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD);

Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja;

Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

Pengurusan keuangan perjalanan dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

o
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Pasal 135

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;

Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian

pelaksanaan program dan proyek;

h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun
dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata
laksana;

J. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 136

(1) Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan mempunyai
fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan serta melaksanakan kebijakan di
Bagian Usaha, Sarana, Produksi dan Promosi;

b. Penyusunan standart norma, pedoman, kriteria dan prosedur
pada Usaha dan Sarana, Produksi serta Promosi;

c. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pembinaan teknis
operasional di bagian Usaha dan Sarana, Produksi serta Promosi;



d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pada Bagian Usaha dan Sarana, Produksi serta Promosi;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 137

(1) Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan terdiri dari:
a. Seksi Usaha dan Sarana ;
b. Seksi Produksi ;
c. Seksi Promosi;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Hasil
Pertanian dan Kerajinan.

Pasal 138

(1) Kepala Seksi Usaha dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan pada
bagian Usaha dan Sarana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Usaha dan Sarana mempuyai fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan analisis serta penyajian data dan
informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pada usaha dan sarana industri hasil pertanian dan
kerajinan ;

b. Pengkoordinasian, kerja sama, pembimbingan dan pembinaan
usaha dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas
Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan;

c. Perencanaan kebutuhan usaha dan sarana serta pembinaan
perizinan dan pendaftaran industri di bidang industri hasil
pertanian dan kerajinan;

d. Penyusunan pelaksanaan pendataan perusahaan per bentuk
usahanya ( CV, Fa, PT, PO, BUL ) serta pemeriksaan
kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan;

e. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan pemilikan penggunaan mesin/ peralatan, bahan
baku dan bahan penolong di bidang usaha industri;

f. Pelaksanaan pengawasan di lapangan terkait usaha dan sarana
serta menciptakan iklim usaha;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 139

(1) Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan pada bagian
Produksi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Produksi mempuyai fungsi :

a. Penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi;

b. Pelaksanaan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi
teknologi;



Pengkoordinasian dan penghimpunan data produktifitas seluruh
produksi yang berhubungan dengan pertanian dan kerajinan;
Pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan iklim usaha
Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan;

Penyusunan dan penghimpunan data informasi perkembangan
produksi bidang industri Hasil Pertanian dan Kerajinan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala bidang
Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 140

(1) Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan pada bagian
Promosi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Promosi mempuyai fungsi :

a.

Pengumpulan, penelaahan dan analisis serta penyajian data dan
informasi dalam rangka memperkenalkan produk hasil pertanian
dan kerajinan;

Pelaksanaan kerja sama dengan instansi teknis dalam rangka
promosi hasil pertanian dan kerajinan;

Pelaksanaan penyiapan urusan kerjasama dan promosi investasi
di bidang industri hasil pertanian dan kerajinan;

Fasilitasi produksi dalam pengembangan jaringan pasar
penjualan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 141

(1) Bidang Kimia, Logam, Aneka Industri dan Industri Hasil Kehutanan
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Kimia, Logam, Aneka Industri dan Industri Hasil
Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perindustrian dan Perdagangan di bidang kimia, logam, aneka
industri dan industri hasil kehutanan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Kimia, Logam, Aneka Industri dan Industri Hasil
Kehutanan mempunyai fungsi:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan serta melaksanakan kebijakan di
bidang pengelolaan usaha, sarana, produksi, dan kemitraan
usaha;

Penyusunan standart, pedoman, dan prosedur industri kimia,
logam, aneka industri dan industri hasil kehutanan;

Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan usaha, sarana, produksi dan kemitraan usaha
serta pengawasan mutu serta pencegahan pencemaran di bidang
industri kimia, logam, aneka industri dan industri hasil kehutanan;

. Perencanaan dan melaksanakan pengembangan industri Kimia,

Logam, Aneka industri dan industri hasil kehutanan;

Pembinaan perizinan industri kimia, logam, aneka industri dan
industri hasil kehutanan;

Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pembinaan teknis
operasional di bidang pengelolaan industri kimia, logam, aneka
industri dan industri hasil kehutanan;



g. Pemantaun, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan di
bidang pengelolaan industri kimia, logam, aneka industri dan
industri hasil kehutanan;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 142

(1) Bidang Kimia, Logam, Aneka Industri dan Industri Hasil Kehutanan
terdiri dari :
a. Seksi Usaha dan Sarana;
b. Seksi Produksi ;
c. Seksi Kemitraan Usaha;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kimia,
Logam, Aneka Industri dan Industri Hasil Kehutanan.

Pasal 143

(1) Kepala Seksi Usaha dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Kimia, Logam, Aneka industri dan industri
hasil kehutanan pada bagian usaha dan sarana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Usaha dan Sarana mempuyai fungsi :

a. Pengumpulan, penelaahan dan analisis serta penyajian data dan
informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis pada usaha dan sarana kimia, logam, aneka industri dan
industri hasil kehutanan ;

b. Pengkoordinasian, kerja sama, pembimbingan dan pembinaan
usaha dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas
industri kimia, logam, aneka industri dan industri hasil kehutanan;

c. Perencanaan kebutuhan usaha dan sarana serta pembinaan
perizinan dan pendaftaran industri bidang kimia, logam, aneka
industri dan industri hasil kehutanan;

d. Penyusunan pelaksanaan pendataan perusahaan per bentuk
usahanya ( CV, Fa, PT, PO, BUL ) serta pemeriksaan
kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan;

e. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan pemilikan penggunaan mesin/ peralatan, bahan
baku dan bahan penolong di bidang usaha industri Kimia, Logam,
Aneka industri dan industri hasil kehutanan;

f. Pelaksanaan pengawasan di lapangan terkait fasilitas usaha dan
sarana dalam menciptakan iklim usaha industri kimia, logam,
aneka industri dan industri hasil kehutanan;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang
Kimia, Logam, Aneka Industri dan Industri Hasil Kehutanan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 144

(1) Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Kimia, Logam, Aneka industri dan industri hasil
kehutanan pada bagian Produksi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Produksi mempuyai fungsi :



a. Penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi;

b. Pelaksanaan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi
teknologi;

c. Pengkoordinasian dan penghimpunan data produktifitas seluruh
produksi yang berhubungan dengan kimia, logam, aneka industri
dan industri hasil kehutanan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan iklim
usaha kimia, logam, aneka industri dan industri hasil kehutanan;

e. Penyusunan dan penghimpunan data informasi perkembangan
produksi bidang industri kimia, logam, aneka industri dan industri
hasil kehutanan ;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kimia, Logam, Aneka industri dan industri hasil kehutanan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 145

(1) Kepala Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Kimia, Logam, Aneka industri dan Industri
hasil kehutanan pada bagian Kemitraan Usaha.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kemitraan Usaha mempuyai fungsi :

a. Pelaksanaan sosialisasi dan pemberian informasi perkembangan
dunia usaha di bidang kimia, logam, aneka industri dan industri
hasil kehutanan;

b. Fasilitasi dan memprakarsai jalinan kemitraan antara industri
kecil, menengah, dan industri besar yang bergerak di bidang
kimia, logam, aneka industri dan industri hasil kehutanan;

c. Pelaksanaan persiapan perumusan penetapan pedoman
standarisasi kerja sama dan kemitraan usaha;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengembangan sistem kemitraan
usaha antar pelaku industri;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kimia, Logam, Aneka Industri dan Industri Hasil Kehutanan sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 146

(1) Bidang Usaha Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang
Usaha Perdagangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyelengaraan
pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ;

b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan usaha
perdagangan ;

c. Pembinaan perizinan di bidang usaha perdagangan ;

d. Pelaksanaan wusaha, sarana, pengadaan, dan penyaluran
perdagangan;

e. Fasilitasi, pembinaan dan pelaksanaan eksport, import, dan
perlindungan konsumen;



f. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang-barang
beredar ;

g. Pengkoordinasian dan kerja sama pelaksanakan kegiatan
kemetrologian ;

h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan
perdagangan luar negeri ;

i. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran perdagangan dalam
negeri ;

j. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan usaha perdagangan ;

k. Penganalisasian dan evaluasi pelaksanaan bidang usaha
perdagangan ;

. Pembuatan pelaporan pelaksanaan di bidang usaha
perdagangan;

m. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 147

(1) Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari:
a. Seksi Usaha dan Sarana ;
b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran ;
c. Seksi Eksport, Import, dan Perlindungan Konsumen.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Usaha
Perdagangan.

Pasal 148

(1) Kepala Seksi Usaha dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Usaha Perdagangan pada bagian usaha dan
sarana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Usaha dan Sarana mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan usaha dan sarana
perdagangan terhadap para pedagang;

b. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait untuk upaya
peningkatan pengusaha;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang
peningkatan usaha dan sarana perdagangan;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harga-harga sembako dan
barang penting lainnya ;

e. Pembinaan perizinan di bidang usaha perdagangan ;

f. Penyusunan Petunjuk Teknis dan pedoman pembinaan usaha
perdagangan ;

g. Pengkoordinasian dan kerja sama pelaksanakan kegiatan
kemetrologian ;

h. Pembinaan dan pengembangan fasilitas usaha dan sarana
perdagangan;

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Perdagangan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 149
(1) Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perdagangan pada
bagian Pengadaan dan Penyaluran.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempuyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian
pengadaan barang-barang perdagangan yang menjadi prioritas
kebutuhan masyarakat ;

b. Pelaksanaan kerja sama penyaluran barang-barang perdagangan
sesuai permintaan konsumen;

c. Pelaksanaan penetapan pedoman standarisasi pengadaan
barang-barang perdagangan ;

d. Penyusunan kebijakan alternatif barang pengganti dalam
memenuhi kebutuhan konsumen;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Perdagangan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 150

(1) Kepala Seksi Eksport, Import, dan Perlindungan Konsumen
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha
Perdagangan pada bagian eksport, import, dan perlindungan
konsumen.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Eksport, Import, dan Perlindungan Konsumen
mempuyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan data penganalisaan data, sebagai
bahan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah ;

b. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan bahan bimbingan,
bahan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerabh;

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bahan pembinaan
dan pengembangan ekspor dan impor daerah ;

d. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan di bidang
ekspor dan impor daerah ;

e. Pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis kepada
pengusaha dalam penyelesaian formulir, pelayanan dokumen dan
penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor ;

f. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi tentang permasalahan
ekspor daerah ;

g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian impor daerah ;

h. Pemberian informasi mengenai peluang pasar luar negeri kepada
pelaku usaha tentang komoditi ekspor tertentu ;

i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait dalam
rangka mengembangkan ekspor dan impor daerah ;

j. Pembuatan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan ekspor dan impor daerah ;

k. Pemantauan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka
pelaksanaan perlindungan konsumen ;

I. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 151

(1) UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.



(2) UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk dan ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan
daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 152

(1) Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Perhutanan dan
Perkebunan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan
tugas pembantuan bidang Perhutanan dan Perkebunan.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhutanan dan
Perkebunan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Perhutanan dan Perkebunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhutanan dan
Perkebunan;

d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di  bidang
Perhutanan dan Perkebunan;

e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Perhutanan dan
Perkebunan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 153

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program

kerja ;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
Kinerja;

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan,;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 154

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;



b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 155

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;

Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan

disiplin pegawai;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

0}

Pasal 156

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;
b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja;
Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

o

S@ oo

Pasal 157

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan
laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;



e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;

f. Penyelenggaraan kerja sama pengawasan;

g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian
pelaksanaan program dan proyek;

h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun
dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata
laksana;

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 158

(1) Bidang Konservasi tanah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Konservasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Perhutanan dan Perkebunan di Bidang
Konservasi Tanah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Konservasi Tanah mempunyai fungsi:

a. Penyiapan rancangan teknis infrastruktur dan rehabilitasi lahan,
pembenihan, pembibitan, penghijauan serta pemeliharaan;

b. Penyiapan bahan bimbingan infrastruktur dan rehabilitasi lahan,
pembenihan, pembibitan, penghijauan serta pemeliharaan;

c. Penyiapan bahan teknis infrastruktur dan rehabilitasi lahan,
pembenihan, pembibitan, penghijauan serta pemeliharaan;

d. Penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan infrastruktur dan
rehabilitasi lahan, pembenihan pembibitan penghijauan serta
pemeliharaan;

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan infrastruktur dan
rehabilitasi lahan, pembenihan, pembibitan, penghijauan serta
pemeliharaan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perhutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 159

(1) Bidang Konservasi tanah terdiri dari :
a. Seksi Infrastruktur dan Rehabilitasi Lahan;
b. Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Penghijaun;
c. Seksi Pemeliharaan;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi
Tanah.

Pasal 160

(1) Kepala Seksi Infrastruktur dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Konservasi tanah pada Bagian
Infrastruktur dan Rehabilitasi Lahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Infrastruktur dan Rehabilitasi Lahan mempuyai
fungsi :



Penyiapan bahan rancangan teknis infrastruktur/ bangunan
konservasi dan rehabilitasi lahan;

Pelaksanaan pembuatan bangunan infrastruktur/ bangunan
konservasi dan rehabilitasi lahan;

Pembimbingan pelaksanaan pembuatan infrastruktur/ bangunan
konservasi dan rehabilitasi lahan;

Pengawasan dan pengendalian infrastruktur/  bangunan
konservasi dan rehabilitasi lahan;

Pelaksanaan identifikasi/pendataan, pengolahan dan penetapan
lahan Kritis;

Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan infrastruktur/ bangunan konservasi dan
rehabilitasi lahan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Konservasi Tanah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 161

(1) Kepala Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Penghijauan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Konservasi Tanah pada
Bagian Pembenihan, Pembibitan dan Penghijauan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

),

Kepala Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Penghijauan

mempuyai fungsi :

a.

b.

C.
d.

Pengidentifikasian dan penerapan standart mutu benih dan mutu
bibit;

Pelaksanaan pembuatan, pemeliharaan untuk kegiatan pesemian
dan pembibitan;

Pelaksanaan penanaman tanaman penghijuan;

Pelaksanaan pengembangan budidaya bibit tanaman baru;
Pembimbingan penerapan pedoman standart mutu benih, bibit
dan pengawasan benih yang digunakan;

Penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaksanaan
pengadaan/ pembuatan benih, bibit tanaman, dan penanaman
penghijauan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Konservasi Tanah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 162

(1) Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang konservasi tanah pada bagian pemeliharaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemeliharaan mempuyai fungsi :

a.

b.

C.

Pelaksanaan teknis pemeliharaan infrastruktur/ bangunan
konservasi dan rehabilitasi lahan;

Pelaksanaan teknis pemeliharaan lahan yang dijadikan tempat
pembibitan, pembenihan dan penghijauan;

Pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi terkait dalam
peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan tanah
perkebunan dan perhutanan;

Pemantauan, pengawasan dan pencegahan pencemaran tanah
perkebunan dan perhutanan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Konservasi Tanah sesuai bidang tugasnya.



Pasal 163

(1) Bidang Bina Usaha Perhutanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas;

(2) Kepala Bidang Bina Usaha Perhutanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhutanan dan Perkebunan di
bidang Bina Usaha Perhutanan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Bina Usaha Perhutanan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rancangan teknis pengembangan hutan rakyat,
pemberdayaan perhutanan , penatausahaan hasil hutan;

b. Penyiapan bahan bimbingan pengembangan hutan rakyat,
pemberdayaan perhutanan , penatausahaan hasil hutan;

c. Penyiapan bahan teknis pengembangan hutan rakyat,
pemberdayaan perhutanan , penatausahaan hasil hutan;

d. Pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi vertikal dalam
pengembangan hutan rakyat, pemberdayaan perhutanan, dan
penatausahaan hasil hutan;

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
hutan rakyat, pemberdayaan perhutanan, penatausahaan hasil
hutan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perhutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 164

(1) Bidang Bina Usaha Perhutanan terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
b. Seksi Pemberdayaan Perhutanan;
c. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Bina Usaha
Perhutanan.

Pasal 165

(1) Kepala Seksi Pengembangan Hutan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Perhutanan pada
bagian pengembangan hutan rakyat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengembangan Hutan Rakyat mempuyai fungsi :

a. Penghimpunan dan pengolahan data serta menyusun rencana
dan program kerja pengembangan hutan rakyat ;

b. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya
hutan dan lahan dalam rangka pengembangan hutan rakyat ;

c. Pengembangan jenis-jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi dalam
rangka pengembangan hutan rakyat ;

d. Pembinaan dan pengembangan potensi dan informasi pasar
produk hutan rakyat;

e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan

kelembagaan, bina usaha, kemitraan dan jejaring kerja dalam
rangka pengembangan hutan rakyat ;



f. Pengembangan kegiatan aneka usaha kehutanan yang meliputi
budidaya lebah madu, persuteraan alam, rotan, sosial dan minyak
atsiri ;

g. Pembinaan dan pengembangan metode dan teknologi
pengolahan hasil dalam rangka peningkatan nilai tambah produk
aneka usaha kehutanan ;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Perhutanan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 166

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Perhutanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Perhutanan pada
bagian Pemberdayaan Perhutanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemberdayaan Perhutanan mempuyai fungsi :

a. Pelaksanaan perencanaan bahan Kkegiatan inventarisasi
pemanfaatan sumberdaya, sarana dan kelembagaan perhutanan;

b. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, penyajian dan informasi
pemanfaatan sumberdaya, sarana usaha serta kelembagaan dan
agrobisnis perhutanan;

c. Pelaksanaan bimbingan masyarakat, pengembangan kemitraan
masyarakat di sekitar kawasan hutan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
pelaksanaan pemberdayaan perhutanan;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Perhutanan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 167

(1) Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Perhutanan pada
bagian penatausahaan hasil hutan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan mempuyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyiapan, bahan kegiatan inventarisasi potensi
hasil hutan kayu dan non kayu;

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap peredaran dan pemasaran
hasil hutan kayu dan non kayu, dan pemberian ijin dalam rangka
penata usahaan hasil hutan;

c. Pelaksanaan pemantapan dan penertiban terhadap pendapatan
negara bukan pajak skala kabupaten;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
peredaran dan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Perhutanan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 168

(1) Bidang Bina Usaha Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2)Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhutanan dan Perkebunan di
Bidang Bina Usaha Perkebunan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala bidang bina usaha perkebunan mempunyai fungsi :



a. Pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan diversifikasi dan
ekstensifikasi tanaman perkebunan, baik yang diusahakan rakyat
maupun oleh perusahaan perkebunan;

b. Pelaksanaan penyusunan statistk dan sistem informasi
perkebunan;

c. Pelaksanaan evaluasi hasil penyiapan dan pemantapan
perluasan, peremajaan tanaman perkebunan baik yang
diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan;

d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengadaan, peredaran,
penggunaan pupuk dan pestisida untuk kegiatan tanaman
perkebunan;

e. Pelaksanaan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian
dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan
(OPT) perkebunan;

f. Pelaksanaan bimbingan penanganan panen/ pasca panen,
pengolahan hasil dan peningkatan mutu hasil tanaman
perkebunan;

g. Pelaksanaan penyusunan rencana, bimbingan, pengembangan
pemanfaatan sumber sarana usaha, pemberdayaan lembaga
pengawasan dan pengendalian pembiayaan/ kredit perkebunan;

h. Pelaksanaan bimbingn kelembagaan usaha tani, sanitasi
lingkungan, studi AMDAL, penerapan pedoman/ kerjasama
kemitraan usaha perkebunan;

i. Pelaksanaan promosi, informasi, pemasaran, pengawasan hasil
dan harga komoditas perkebunan;

J. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perhutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 169

(1) Bidang Bina Usaha Perkebunan terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Perkebunan ;
b. Seksi Pemberdayaan Perkebunan ;
c. Seksi Aneka Usaha Perkebunan;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha
Perkebunan.

Pasal 170

(1) Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Perkebunan pada
Bagian Pengembangan dan Perkebunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan mempuyai fungsi :

a. Pelaksanaan identifikasi potensi lahan, perencanaan dan
pemetaan pengembangan dalam rangka program diversifikasi,
intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan lahan perkebunan;

b. Pelaksanaan pengaturan kawasan perkebunan dan bimbingan
terbentuknya sentra produksi perkebunan serta penetapan
sasaran areal tanam komoditas perkebunan;

c. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi
bertekanan serta pemanfaatan sumber air tanah untuk tanaman
perkebunan;

d. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pengawasan
penyebaran alat dan mesin perkebunan;



e. Pengkajian komoditi/varietas baru potensial serta memberikan
rekomendasi kultur teknis sesuai spesifik lahan;

f. Pembinaan teknis kegiatan diversifikasi dan ekstensifikasi
tanaman perkebunan, baik yang diusahakan rakyat maupun oleh
perusaaan perkebunan;

g. Penyusunan statistik dan sistem informasi perkebunan;

h. Pengevaluasian hasil penyiapan dan pemantapan perluasan,
peremajaan tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh
rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan;

I. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 171

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Perkebunan pada
Bagian Pemberdayaan Perkebunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemberdayaan Perkebunan mempuyai fungsi :

a. Pembimbingan penerapan pedoman pembenihan/ tanaman
perkebunan;

b. Pembimbingan dan pengawasan standart mutu, pemberian
sertifikasi benih/ tanaman perkebunan;

c. Pembinaan dan pengawasan terhadap penangkar benih,
pemberian ijin produksi benih/ tanaman perkebunan;

d. Pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan benih/tanaman
perkebunan varietas unggul spesifik lokal;

e. Pelaksanaan bimbingan dan distribusi pohon induk, menetapkan
sentra produsi benih perkebunan;

f. Pelaksanaan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan;

g. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengadaan, peredaran,
penggunaan pupuk dan pestisida;

h. Pelaksanaan pengamatan, identifikasi,pemetaan, pengendalian
dan analisis dampak kerugian organisme penggangu tumbuhan
(OPT) perkebunan;

i. Pembimbingan, pengawasan dan pengendalian organisme
pengganggu tanaman perkebunan;

j. Penanganan panen/ pasca panen, pengolahan hasil dan
peningkatan mutu hasil tanaman perkebunan;

k. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen
dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;

I. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 172

(1) Kepala Seksi Aneka Usaha Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Perkebunan pada
bagian aneka usaha perkebunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Aneka Usaha Perkebunan mempuyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, bimbingan, pengembangan, pemanfaatan
sumber sarana usaha, pemberdayaan lembaga pengawasan dan
pengendalian pembiayaan/kredit perkebunan;

b. Pelaksanaan pelayanan ijin usaha, pemantauan dan pengawasan
ljin usaha perkebunan;



c. Pembimbingan kelembagaan usaha tani, sanitasi lingkungan,
studi AMDAL, penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha
perkebunan;

d. Pelaksanaan promosi, informasi, pemasaran, pengawasan hasil
dan harga komoditas perkebunan;

e. Pelaksanaan pengembangan sarana wusaha fisik, teknis
pembangunan hasil perkebunan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 173

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhutanan dan
Perkebunan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai fungsi :

a. Penyiapan tenaga penyuluh dan sarana penyuluhan serta
menyusun pendayagunaan tenaga penyuluh;

b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh dan
petani dengan penyelenggaraan kursus/ pelatihan;

c. Pelaksanaan penyebaran informasi tentang pengembangan paket
teknologi, analisa usaha tani, informasi pasar dan pengembangan
kerjasama kemitraan usaha tani;

d. Penyelenggaraan bimbingan/ supervisi pelaksanaan kegiatan
penyuluh;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengembangan
sumberdaya manusia;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Perhutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 174

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
b. Seksi Penyuluhan ;
c. Seksi Usaha Tani;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan Dbertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 175

(1) Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang pengembangan sumber daya
manusia pada bagian Peningkatan Sumber Daya Manusia.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai
fungsi :

a. Pelaksanaan penyiapan bahan untuk menyusun materi dan
metode peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga penyuluh dan
petani;



—

Peningkatan pengetahuan dan ketrampian tenaga penyuluh dan
petani dengan pembinaan teknis dan pelatihan;

Pelaksanaan pembinaan administrasi, pengembangan dan
pembedayaan kelembagaan petani;

Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan serta upaya
pengembangan sarana dan prasarana peningkatan Sumber Daya
Manusia;

Pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi penyuluh;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan peningkatan
Sumber Daya Manusia,

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 176

(1) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada bagian
Penyuluhan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

a.

b.

C.

Penyiapan bahan/materi dan metode/ petunjuk teknis penyuluhan
dan pelatihan kepada masyarakat;

Penyusunan rencana serta program penyuluhan/ pelatihan
kepada masyarakat;

Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan
terhadap kelembagaan petani untuk mempercepat adopsi
teknologi maju;

Pengadaan demonstrasi-demontrasi dalam bentuk petak
percontohan( demplot, demfarm, dem area dan dem unit);
Pelaksanaan perlombaan kelembagaan petani;

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan widya wisata petani
dan pengusaha;

Pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan penyuluhan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 177

(1) Kepala Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang pengembangan sumber daya manusia pada bagian
Usaha Tani.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan perencanaan bimbingan pemanfaatan sumberdaya
dan sarana usaha perhutanan dan perkebunan serta pembinaan
kelembagaan dan agrbisnis;

Pengumpulan dan penyebaran informasi tentang pengembangan
paket teknologi, analisa usaha tani dan informasi pasatr;
Pelaksanaan upaya penguatan modal kelompok dalam rangka
pemberdayaan kelompok tani;

Pembimbingan kelembagaan usaha tani, managemen usaha tani
dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;

Pembimbingan pengembangan kerjasama kemitraan usaha tani
dan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tani;



f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan seksi usaha
tani;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 178

(1)) UPT Dinas Perhutanan dan Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhutanan dan Perkebunan
sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.

(2) UPT Dinas Perhutanan dan Perkebunan dibentuk dan ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan
daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 179

(1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Peternakan dan
Perikanan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan
tugas pembantuan bidang Peternakan dan Perikanan.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Perikanan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Peternakan dan Perikanan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Peternakan dan
Perikanan;

d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Peternakan
dan Perikanan;

e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Peternakan dan
Perikanan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 180

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif.
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program
kerja ;
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
kinerja;



c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 181

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 182

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;

Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan

disiplin pegawai;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 183

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;
b. Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja;
Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai,
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan,;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 184

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;

Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian

pelaksanaan program dan proyek;

h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun
dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;

J. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 185

(1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan pedoman dan fasilitasi terhadap pengamatan,
penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan, pengujian dan
pengawasan obat hewan, kesehatan bahan asal hewan dan hasil
bahan asal hewan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan analisa epidemiologi, pengamatan penyakit hewan
dan pelayanan medik veteriner ;

b. Pemberian advokasi dan fasilitasi dalam penanggulangan dan
pemberantasan penyakit hewan ;

c. Pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan dan
hasil bahan asal hewan dan alat dan mesin teknologi kesehatan
hewan ;

d. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan perizinan, pengujian dan
pengawasan peredaran obat hewan dan residu ;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 186

(1) Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :



a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Hewan ;

b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

c. Seksi Pelayanan Medik Veteriner, Pengawasan Obat Hewan dan
Residu;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesehatan Hewan.

Pasal 187

(1) Kepala Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Bidang Kesehatan Hewan pada bagian pengamatan, pencegahan
dan pemberantasan penyakit hewan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pengamatan penyakit
hewan;

b. Pelaksanaan tindak  pencegahan, pemberatasan dan
penanggulangan penyakit hewan menular ;

c. Pelaksanaan fasilitas teknologi alat dan mesin untuk keperluan
pelayanan penyakit hewan menular yang mewabah.

d. Pelaksanaan penyusunan standar asistensi dan aktifasi
penanganan penyakit hewan menular yang mewababh;

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit
menular dengan Kklasifikasi dan menetapkannya (epidemik,
endemik, sporadis) ;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 188

(1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan pada bagian
kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan fasiltas kebijakan di bidang produk pangan hewan,
produk hewan non pangan serta hygiene sanitasi, kesehatan
hewan;

b. Pemberian pembinaan alat dan mesin teknologi kesehatan
masyarakat veteriner ;

c. Penyusunan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang
produk pangan hewan, produk hewan non pangan, hygiene
sanitasi, kesejateraan hewan ;

d. Pengawasan pengujian terhadap produk pangan hewan, produk
hewan non pangan, hygiene sanitasi, kesejahteraan hewan ;

e. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan, pengujian dan pengawasan
produk pangan hewan, produk hewan non pangan, hygiene
sanitasi, kesejahteraan hewan ;



f. Pengawasan lalu linatas ternak dan hewan lainnya antar
kabupaten dan propinsi ;

g. Penetapan standar teknis rumah potong hewan ;

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan rumah potong
hewan dan pemotongan hewan ;

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

=

Pasal 189

(1) Kepala Seksi Pelayanan Medik Veteriner, Pengawaan Obat Hewan
dan Residu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Kesehatan Hewan pada bagian pelayanan medik veteriner,
pengawaan obat hewan dan residu.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pelayanan Medik Veteriner, Pengawaan Obat
Hewan dan Residu mempunyai fungsi:

a. Pengawasan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di
tingkat importer, distributor dan grosir ;

b. Pelaksanaan pengujian obat hewan yang beredar ;

c. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk hewan
yang mengandung residu bahan kimia ;

d. Pelaksanaan pengujian residu terhadap semua produk hewan
yang beredar dan akan dikonsumsi masyarakat ;

e. Pelaksanaan rekomendasi dan pengawasan terhadap bentuk
pelayaanan medik veteriner ;

f. Penetapan standar teknis rumah sakit hewan dan satuan
pelayanan kesehatan hewan terpadu.

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 190

(1) Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produksi ternak, mutu
bibit ternak, dan pengolahan hasil ternak serta pengembangan
teknologi peternakan serta memfasilitasi permodalan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak mempunyai
fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi
ternak terutama peningkatan mutu bibit ;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pegembangan dalam rangka
peningkatan mutu makanan ternak ;

c. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan pengolahan
hasil ternak;

d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan
bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 191

(1) Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak terdiri dari :
a. Seksi Kawasan dan Pembibitan Ternak ;
b. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan ;
c. Seksi Penyebaran Ternak ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Budidaya dan Pengembangan Ternak.

Pasal 192

(1) Kepala Seksi Kawasan dan Pembibitan Ternak mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Budidaya dan Pengembangan
Ternak pada bagian kawasan dan pembibitan ternak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kawasan dan Pembibitan Ternak mempunyai fungsi

a. Pengumpulan data produksi bibit ternak ;

b. Penetapan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak ;

c. Pengaturan sistem pengembangbiakan (breeding sytem) dan
melestarikan plasma nutfah ;

d. Pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit ternak
antar kabupaten dan propinsi ;

e. Pelaksanaan fasilitasi produk bibit dan peningkatan mutu genetic

ternak ;

f. Pelaksanaan pengawasan dan pengembangan sentra budidaya
ternak ;

g. Perumusan sisitem dan pola pengembangan kawasan
peternakan;

h. Penetapan kawasan peternakan terpadu ;

i. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kawasan
peternakan;

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Budidaya dan Pengembangan Ternak sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 193

(1) Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Budidaya dan Pengembangan
Ternak pada bagian pangan dan teknologi peternakan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan mempunyai
fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi peternakan ;

b. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi
tepat guna peternakan ;

c. Pelaksanaan uji lapangan dan rekayasa pengembangan teknologi
terapan peternakan ;

d. Pelaksanaan pemantauan dan menyiapkan evaluasi produksi,
pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak ;

e. Pelaksanaan kajian dan pengujian kualitas paka ternak yang
beredar ;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Budidaya dan Pengembangan Ternak sesuai dengan bidang
tugasnya.



Pasal 194

(1) Kepala Seksi Penyebaran Ternak mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak pada
bagian Penyebaran Ternak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penyebaran Ternak mempunyai fungsi :

a.

b.
C.

Perencanaan, pelaksanaan penyebaran dan pengembangan
ternak ;

Pengadaan koordinasi penyebaran dan pengembangan ternak;
Pelaksanaan pendataan, evaluasi dan pelaporan penyebaran dan
pengembangan ternak;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Budidaya dan Pengembangan ternak sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 195

(1) Bidang Agribisnis Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi permodalan, pengembangan pelayanan
peternak dan kemitraan serta penetaan kelembagaan peternakan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan rencana kerja permodalan, pengembangan
pelayanan peternak, kemitraan dan pengolahan agroindustri hasil
peternakan ;

Penyusunan  standarisasi  perizinan usaha  peternakan,
pengolahan lingkungan dan teknologi pasca panen ;

Pelaksanaan pemantauan harga pasar dan pengembangan
agribisnis ;

Pengawasan dan pengendalian rekomendasi usaha peternakan,
kemitraan, pengelolaan lingkungan, promosi dan teknologi pasca
panen ;

Pelaksanaan penetaan dan pengembangan kelompok tani ternak
dan asosiasi ;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 196

(1)Bidang Agribisnis Peternakan terdiri dari :

a.
b.
C.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ;

Seksi Bina Usaha Peternakan;

Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Peternakan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Agribisnis
Peternakan.

Pasal 197

(1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Agribisnis



Peternakan pada bagian pengolahan dan pemasaran hasil

peternakan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengawasan usaha peternakan ;

b. Pelaksanaan pemantuan tata niaga ternak ;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan standarisasi pengolahan hasil
peternakan, teknologi pasca panen dan peningkatan keterampilan
peternakan;

d. Pelaksanaan promosi ternak unggulan dan hasil peternakan serta
penyebaran informasi harga pasar ;

e. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil peternakan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Agribisnis Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

—h

Pasal 198

(1) Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Agribisnis Peternakan pada
bagian Bina Usaha Peternakan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan pedoman unit upaya pengelolaan lingkungan (UKL);

b. Pelaksanaan fasilitasi terhadap tata guna dan pemanfaatan lahan
ushaa peternakan ;

c. Pengadaan pengawasan dan pemantauan ketenagakerjaan,
perkreditan dan investasi permodalan usaha peternakan ;

d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan sarana usaha peternakan ;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Agribisnis Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 199

(1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Agribisnis Peternakan pada bagian Kelembagaan dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia Perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya
Manusia Peternakan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengkajian kelembagaan
dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi Bidang Agribisnis
Peternakan;

b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam kerja sama
antar lembaga yang berhubungan dengan agribisnis peternakan;

c. Pelaksanaan pendidikan dan pengarahan bagi para masyarakat
peternak;

d. Pengembangan potensi karyawan dalam bidang agribisnis
peternakan;

e. Pengawasan perkembangan sistem peternakan yang diterapkan
oleh masyarakat peternak;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Agribisnis Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 200



(1) Bidang Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perikanan,
usaha perikanan, budidaya perikanan dan penyuluhan serta
memfasilitasi permodalan dan pemasaran hasil produksi perikanan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengamanan teknis dan
penyuluhan bidang perikanan ;

b. Pemberian rekomendasi dan pembinaan bidang perikanan ;

c. Pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi anjuran di tingkat
usaha tani ikan;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 201

(1) Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
a. Seksi Budidaya dan Pembenihan Perikanan;
b. Seksi Bina Usaha Perikanan;
c. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Perikanan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Usaha Perikanan.

Pasal 202

(1) Kepala Seksi Budidaya dan Pembenihan Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perikanan pada bagian
Budidaya dan Pembenihan Perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Budidaya dan Pembenihan Perikanan mempunyai
fungsi:

Pelaksanaan rekayasa teknologi budidaya dan pembenihan

Pengkajian dan pegembangan teknologi perikanan

Pelaksanaan pengujian kualitas benih ikan yang beredar;

Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi mutu benih ikan ;

Pengawasan pengembangan sentra budidaya perikanan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Usaha Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 203

(1) Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Usaha Perikanan pada bagian Bina Usaha
Perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengembangan usaha
perikanan ;
b. Pelaksanaan analisa usaha perikanan, bimbingan permodalan
dan kerjasama usaha perikanan;
c. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan usaha perikanan;
d. Pengembangan mutu hasil perikanan ;



e. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional
perlindungan yang meliputi pencegahan hama penyakit,
konservasi serta rehabilitasi sumber ikan kritis dan langka serta
pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan ;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 204

(1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Usaha Perikanan pada bagian kelembagaan dan peningkatan
sumber daya manusia perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya
Manusia Perikanan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja
penyuluhan, serta rekayasa teknis sosial dan ekonomi ;

b. Pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan
ketenagaan penyuluhan penyuluh;

c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ikan ;

d. Pelaksanaan perencanaan dan pengadaan pengelolaan dan
bimbingan pengembangan materi penyuluhan;

e. Pelaksanaan bimbingan teknologi pengangan dan pengelolaan
hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi
produksi, tenaga, sarana, prosedur dan metode ;

f. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasarana hasil
perikanan yang melipui analasis pasar serta promosi hasil
perkanan untuk pemasaran di dalam maupu di luar negeri ;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perikanan sesusai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 205

(1)) UPT Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan
sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.

(2) UPT Dinas Peternakan dan Perikanan dibentuk dan ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan
daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET

Pasal 206

(1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan urusan



Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset.
(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset;

d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di  bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 207

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program

kerja ;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
Kinerja;

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 208

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 209

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
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Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;

Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan
disiplin pegawai;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 210

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :

a.

b.
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Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;

Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja;

Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 211

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a.
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Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;

Penyelenggaraan kerjasama pengawasan,;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian
pelaksanaan program dan proyek;

. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun

dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 212



(1) Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam rangka menyiapkan bahan perumusan program
dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan serta
pengendalian kegiatan di Bidang Pendapatan Asli Daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:

a. Penghimpunan dan penyusunan perencanaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD);

b. Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah;

c. Pelaksanaan pendataan retribusi daerah;

d. Penyusunan rencana operasional dalam rangka peningkatan dan
penggalian sumber pendapatan asli daerah ;

e. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan
retribusi daerah ;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 213

(1)Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
b. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
c. Seksi Penagihan;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepala Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 214

(1) Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah pada
bagian Pendataan dan Penetapan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a. Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran
wajib pajak daerah (WP);

Pencatatan data Wajib Pajak daerah (WP) dalam buku register;

Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

Pelaksanaan validasi data objek/subjek pajak daerah;

Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah;

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 215

(1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P20)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan
Asli Daerah pada bagian Perencanaan dan Pengendalian
Operasional (P20).

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P20)
mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan operasional PAD;



b. Penyiapan bahan-bahan Pendapatan Asli Daerah;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait retribusi daerah ;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah;

e. Pengadaan evaluasi hasil-hasil operasional Pendapatan Asli
Daerah;

f. Peningkatan kualitas kemampuan teknis operasional petugas;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 216

(1) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah pada bagian Penagihan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

a. Pemrosesan ajuan keberatan atas besarnya ketetapan pajak
daerah dari wajib pajak;

b. Pembuatan dan pendistribusian surat teguran tunggakan pajak
daerah terhutang kepada wajib pajak;

c. Pembuatan surat panggilan kepada wajib pajak daerah atas
tunggakan pajaknya berkoordinasi dengan sekretaris daerabh;

d. Pelaksanaan operasional penagihan atas dasar koordinasi
dengan seksi perencanaan dan pengendalian operasional (P20);

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 217

(1) Bidang Perimbangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Perimbangan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam rangka menyiapkan bahan perumusan program dan
kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan serta
pengendalian kegiatan di bidang perimbangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dengan dana
perimbangan dan penerimaan lainnya dari pemerintah pusat
maupun pemerintah propinsi;

b. Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama terkait dengan Pajak Pusat;

c. Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi terkait dengan keberatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak;

d. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan Pajak Pusat;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 218
(1)Bidang Perimbangan terdiri dari :

a. Seksi Bagi Hasil,
b. Seksi Penerimaan Lain- lain;



c. Seksi Keberatan dan Pemungutan;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada kepala Bidang Perimbangan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 219

(1) Kepala Seksi Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Perimbangan pada bagian Bagi Hasil.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bagi Hasil mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian dan pengkonfirmasian atas penerimaan bagi
Hasil pajak/ bukan pajak;
b. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi bagi hasil minyak bumi dan gas
bumi yang dilaksanakan pemerintah pusat;
c. Pelaksanaan sosialisasi tentang pajak pusat dan pajak propinsi;
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perimbangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 220

(1) Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perimbangan pada bagian Penerimaan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Penerimaan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan pengkonfirmasian seluruh penerimaan
dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK);

b. Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi seluruh penerimaan
bantuan keuangan dan dana alokasi lainnya;

c. Pengkoordinasian pengembalian atas dana pembiayaan/
revolving Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersumber dari
APBD;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perimbangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 221

(1) Kepala Seksi Keberatan dan Pemungutan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perimbangan pada bagian
keberatan dan pemungutan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Keberatan dan Pemungutan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian pengajuan keberatan oleh wajib pajak atas
ketetapan pajaknya;
b. Pembantuan kelancaran persiapan pelaksanaan pendataan obyek
dan subyek PBB,;

Pembantuan pendistribusian SPPT, STTS, DHKP PBB;

Penyusunan tertib administrasi pelunasan pajak terhutang;

Pelaksanaan operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan;

Pelaksanaan operasional penagihan tunggakan pajak bumi dan

bangunan;

g. Penindaklanjutan hasil operasional penagihan tunggakan dengan
pemrosesan melalui penyidik pegawai negeri sipil;

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perimbangan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 222



(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam rangka menyiapkan bahan
perumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan
serta pengendalian kegiatan di Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

(3) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penghimpunan dan pencatatan seluruh penerimaan Pendapatan
Asli Daerah dan Perimbangan keuangan;

b. Penghimpunan dan pencatatan seluruh pengeluaran APBD;

c. Penyusunan laporan keuangan;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 223

(1)Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

a. Seksi Pembukuan Penerimaan ;
b. Seksi Pembukuan Pengeluaran ;
c. Seksi Pelaporan keuangan;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perimbangan sesuai dengan bidang
tugasnya .

Pasal 224

(1)Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan
pada Bagian Pembukuan Penerimaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai fungsi :

a. Pencatatan seluruh penerimaan yang bersumber dari PAD,
perimbangan keuangan dan penerimaan lainnya;
b. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di
bidang penerimaan APBD;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang pembukuan
penerimaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
d. Penyiapan bahan untuk kegiatan evaluasi penerimaan dan
pembiayaan;
e. Pelaksanaan kegiatan evaluasi penerimaan dan pembiayaan;
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 225

(1) Kepala Seksi Pembukuan Pengeluaran mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan
pada Bagian Pengeluaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pembukuan Pengeluaran mempunyai fungsi :

a. Pencatatan seluruh pengeluaran belanja langsung, belanja tidak
langsung dan pembiayaan,;

b. Penyiapan bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis
dalam penyerapan dan penggunaan anggaran;

c. Penyiapan bahan untuk kegiatan evaluasi pengeluaran;



d. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengeluaran;
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 226

(1) Kepala Seksi Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada bagian
Pelaporan Keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penghimpunan bahan-bahan Dberkaitan dengan realisasi
penerimaan dan pengeluaran;

b. Pelaksanaan koordianasi terkait dengan realisasi penerimaan dan
pengeluaran;

c. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran;

d. Penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 227

(1) Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam rangka menyiapkan bahan perumusan program
dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan serta
pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan anggaran.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis
dibidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja ;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka
penyusunan dan perhitungan di bidang pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan
pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan anggaran;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 228

(1)Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Anggaran;
b. Seksi Pelaksanaan Anggaran;
c. Seksi Evaluasi Anggaran;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada kepala Bidang Pengelolaan Anggaran sesuai dengan
bidang tugasnya

Pasal 229



(1) Kepala  Seksi  Penyusunan Anggaran mempunyai  tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Anggaran pada
bagian penyusunan anggaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :

a.

Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan ;

Penelitian dokumen usulan anggaran satuan kerja;

Penyusunan teguran tehadap penyerahan dolkumen anggaran
satuan kerja yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ;
Pelaksanaan koordinasi, terkait dengan penyusunan KUA dan
PPAS ;

Pelaksanaan rapat koordinasi tim anggaran terkait penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan;

Pelaksanaan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dengan
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan;

Penyusunan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan;

Penyiapan pengesahan DPA dan DPPA;

Penyiapan SPD;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 230

(1) Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Anggaran pada
bagian pelaksanaan anggaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran mempunyai fungsi :

a.

b.

C.
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Pengumpulan dan penganalisaan data sebagai bahan
pelaksanaan anggaran;

Penyiapan bahan dalam rangka rapat pembinaan pelaksanaan
anggaran;

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penggunaan anggaran
terhadap pengelola keuangan ;

Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan APBD;

Pengelolaan dan pemprosesan bantuan keuangan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 231

(1) Kepala Seksi Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Pengelolaan Anggaran pada bagian evaluasi
anggaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi :

a.

Pengumpulan dan  penyusunan bahan-bahan  evaluasi
perhitungan anggaran;



b. Pelaksanaan rapat koordinasi guna konfirmasi evaluasi
pelaksanaan anggaran;

c. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban (LKPJ)
pelaksanaan APBD;

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 232

(1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan program
dan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian dan pembinaan di
bidang perbendaharaan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan verifikasi anggaran;

b. Pelaksanaan penelitian dan pengujian kelengkapan pengajuan
surat permintaan pembayaran dari pengguna anggaran;
Penerimaan setoran keuangan daerah;

Penerbitan SP2D atas SPP dari pengguna anggaran;

Penerbitan SP2D atas SPP gaji;

Pemberian pertimbangan penyelesaian masalah perbendaharaan

dan TP-TGR,;

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.
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Pasal 233

(1) Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
a. Seksi Verifikasi ;
b. Seksi Bendahara Umum,;
c. Seksi Bendahara Gaiji.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
bertanggungjawab kepada kepala Bidang Perbendaharaan sesuai
dengan bidang tugasnya

Pasal 234

(1) Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Perbendaharaan pada bagian Verifikasi.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Verifikasi mempunyai fungsi :
a. Penelitian dan pengujian kelengkapan ajuan anggaran non gaji;
b. Pemeriksaan, penelitian dan penilaian surat pertanggungjawaban
realisasi penggunaan anggaran ;
c. Pengumpulan dan penganalisisan data sebagai bahan
pelaksanaan koordinasi di bidang verifikasi ;
d. Pengevaluasian realisasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
dan menyusun peringatan/teguran atas pelaksanaan realisasi
DPA;
e. Penyusunan peringatan/ teguran kepada para bendahara yang
terlambat membuat laporan surat pertanggungjawaban keuangan;



f.

Pencatatan hasil pengesahan sisa UUDP dan mengadakan
pemeriksanaan serta penelitian bukti penyetoran kembali sisa
UUDP;

Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan di bidang verifikasi ;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 235

(1) Kepala Seksi Bendahara Umum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perbendaharaan pada bagian bendahara
umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bendahara Umum mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

Penerimaan setoran keuangan daerah;

Pemantauan penerimaan dan pengeluaran atau kas posisi di
Bank;

Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) atas SPP dari
Pengguna Anggaran;

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran serta penatausahaan
pajak-pajak negara;

Penerimaan pengembalian potongan SP2P yang dibayarkan oleh
Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

Penyusunan bahan pertimbangan penyelesaian masalah
perbendaharaan dan TP-TGR ;

Pembuatan Laporan Kas Posisi setiap hari ;

Penyiapan bahan-bahan pelaksanaan pinjaman daerah ;
Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan di bidang bendahara umum;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala bidang
Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 236

(1) Kepala Seksi Bendahara Gaji mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perbendaharaan pada Bagian Bendahara
Gaji.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Bendahara Gaji mempunyai fungsi :

a.

b.
C.

Penelitian dan pengujian kelengkapan ajuan permintaan
pembayaran gaiji;

Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) atas SPP gaji;
Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran serta penatusahaan
pajak-pajak negara;

Pelaksanaan penatausahaan dan menghimpun data gaji pegawai
serta menerbitkan surat keputusan perintah pemberhentian
(SKPP) gaji pegawai ;

Penerimaan pengembalian kelebihan atas pembayaran gaji
pegawai ;

Pembuatan laporan realisasi gaji pegawai;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 237



(1) Bidang Asset dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
Dinas.

(2) Kepala Bidang Asset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam rangka melaksanakan kegiatan perumusan program dan
kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di Bidang
Asset.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bidang Asset mempunyai fungsi :

a. Penyiapan tertib administrasi, identifikasi, pengelolaan dan
pengahapusan asset;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dibidang asset;

c. Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi di bidang asset;

d. Penyiapan pembinaan pengendalian dan pemantuan serta
evaluasi di bidang asset ;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 238

(1) Bidang Asset terdiri dari:
a. Seksi Inventarisasi Asset;
b. Seksi Pegelolaan Asset;
c. Seksi Penghapusan;
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung
jawab kepada kepala Bidang Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 239

(1) Kepala Seksi Inventarisasi Asset mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Asset pada Bagian Inventarisasi Asset.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Inventarisasi Asset mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengelompokan dan pengidentifikasian data asset;
b. Pelaksanaan sensus asset daerah secara berkala dimasing-
masing SKPD;
c. Penghimpunan, pengolahan dan penyusunan laporan asset
daerabh;
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 240

(1) Kepala Seksi Pegelolaan Asset mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Asset pada bagian Pegelolaan Asset.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pegelolaan Asset mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan tertib administrasi pemanfaatan asset daerah;
b. Penyusunan pedoman pengelolaan, penatausahaan dan
penghapusan asset;
c. Pemrosesan pemanfaatan asset sesuai kebutuhan masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun pihak ke tiga;



d. Pelaksanaan pembinaan teknis pemanfaatan asset daerah ;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pengelolaan pemanfaatan asset ;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 241

(1) Kepala Seksi Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Asset pada bagian Penghapusan Asset.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Penghapusan mempunyai fungsi :

Pelaksanaan pembinaan teknis penghapusan asset;

Pelaksanaan analisa dan estimasi bidang harga dan mutu;

Pemrosesan penghapusan asset;

Pelaksanaan tertib administrasi penghapusan asset;

Penghimpunan dan pengolahan administrasi mutasi asset;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Asset sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 242

(1) UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai dengan nomenklaturnya
serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibentuk
dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan
kebutuhan daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang
telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kesepuluh
DINAS PENDIDIKAN

Pasal 243

(1) Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerabh.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendidikan dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan
bidang Pendidikan.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pendidikan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan;

d. Pelaksanaan  pengembangan pembangunan di  bidang
Pendidikan;

e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pendidikan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Pasal 244

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan
memberikan pelayanan administratif.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program

kerja ;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
kinerja;

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional,

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data
dalam rangka penatausahaan;

e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program
dan laporan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 245

(1) Sekretariat Dinas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 246

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan
kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,
kenaikan pangkat dan pensiun pegawai;

d. Pengkoordinasian dengan instansi yang menangani Kepegawaian
Dearah;

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 247

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administrasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi :



a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun
anggaran;

b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan

belanja daerah;

Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja;

Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

Pengurusan keuangan perjalanan dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 248

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan,
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan
Laporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan
Laporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;

Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;

Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;

Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian

pelaksanaan program dan proyek;

h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun
dokumentasi  peraturan  perundang-undangan dan hasil
pembangunan;

i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;

J. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 249

(1) Bidang Pendidikan TK/SD dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Pendidikan TK/SD mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan kurikulum TK/SD, pembinaan dan pengurusan kesiswaan
TK/SD dalam rangka proses belajar, pembinaan pengurusan sarana
dan prasarana TK/SD dan kegiatan bersifat administratif dalam
rangka pembinaan TK/SD.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pendidikan TK/SD mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dalam urusan kurikulum
TK/SD;

b. Penyusunan dan perumusan kebijakan dalam urusan kesiswaan
TK/SD;

c. Penyusunan dan perumusan kebijakan dalam urusan sarana dan
prasarana TK/SD;






